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I(onﬂik—konﬂik agraria yang semakin meluas dan meningkat jumlahnya, ketimpangan

penguasaan tanah, dan meningkatnya ancaman terhadap keamanan pangan sesungguhnya
adalah panggilan nyata agar Reforma Agraria dijalankan (Russet 1964; Tuma, 1965; Dorner,
1972; Eckholm, 1979; Prosterman, Temple, dan Hanstad, 1990; Christodolou, 1990; Sobhan 1993;
Judge 1999; Wiradi 2000; Heering 2003; dan Borras 2007). Di Indonesia kalangan organisasi
non-pemerintah, akademisi, Komnas HAM, kelompok-kelompok petani dan masyarakat adat,
serta berbagai organisasi gerakan sosial lainnya, sejak masa Orde Baru, telah memberikan
peringatan, himbauan, dan juga desakan kepada pemerintah agar menyelesaikan persoalan-
persoalan agraria yang menjadi penyebab kemiskinan, penurunan kualitas lingkungan,
hilangnya potensi produktivitas pedesaan untuk membangun ekonomi nasional yang kuat
(lihat misalnya, Harman et al. 1995; Bachriadi, Faryadi, dan Setiawan, 1997; Bachriadi, 1999,
2001b, 2002b dan 2004a; Wiradi, 2000 dan 2002; Lucas dan Warren, 2003; KNuPKA 2004;

Poniman et al. 2005; dan Bachriadi dan Juliantara 2007).

Harapan besar agar pembaruan agraria ditetapkan sebagai bagian penting dari
pembangunan masa depan sempat menguat ketika kepemimpinan nasional baru terbentuk
setelah Soeharto diturunkan dari kursi kepresidenan pada tahun 1998. Ungkapan ‘tidak
mungkin ada reformasi tanpa reforma agraria’ (Bachriadi, 1998 dan 2001b) secara nyata sudah
menegaskan bahwa persoalan penataan ulang penguasaan tanah dan penetapan prinsip-
prinsip baru dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sesungguhnya adalah bagian
penting dari proses reformasi itu sendiri. Sayangnya, sejak Habibie menggantikan Soeharto,
hingga kini SBY telah menjabat sebagai presiden untuk kedua kalinya, suara-suara panggilan
itu tenggelam dalam hiruk-pikuk politik kekuasaan dan pemulihan ekonomi dari krisis yang

terjadi pada tahun 1997.

Ketidakpercayaan bahwa Reforma Agraria dapat menjadi jalan keluar untuk beragam
masalah agraria di Indonesia juga tercermin dalam pernyataan sejumlah anggota MPR pasca-
1998 yang menyatakan bahwa pembaruan agraria adalah hal yang tidak penting dan/atau
program yang tidak realistis untuk dijalankan pada saat kelompok-kelompok gerakan sosial,
aktivis, dan pendukung pembaruan agraria mendesak mereka untuk menerbitkan Ketetapan
MPR tentang pembaruan agraria pada dua Sidang Umum MPR di tahun 1999 dan 2000 (lihat
Bachrioktora 2000). Bahkan ketika pada akhirnya Ketetapan itu (Ketetapan MPR No. IX/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam) dikeluarkan, Presiden
Megawati tidak memberikan tanggapan apa pun. Ketika ia ditantang oleh seorang aktivis

perempuan untuk menjalankan land reform sebagaimana yang dimandatkan oleh TAP-MPR di
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atas, ia menanggapi dengan mengatakan bahwa meskipun pembaruan agraria adalah hal yang
penting, secara politik hal itu tidak mungkin dijalankan selain memerlukan biaya yang cukup

besar (wawancara dengan Nissa Wargadipura, Direktur Yapemas, Garut 7.09.07).

Sebaliknya, kehadiran Ketetapan MPR tersebut telah dimanfaatkan dengan sangat baik
oleh para “reformis” neoliberal untuk mendorong terbitnya sejumlah peraturan perundangan-
undangan di bidang pengelolaan sumber daya alam atas nama ‘reformasi hukum’. Tidak ada
lagi penghalang bagi para pemilik modal untuk melakukan eksploitasi kekayaan alam di
Indonesia secara besar-besaran. Tidak salah jika banyak kalangan, khususnya kelompok-
kelompok petani, yang sangat berharap bahwa dengan terbitnya Ketetapan tersebut nasib
mereka akan menjadi lebih baik, kini menganggap telah dikhianati oleh para politisi dan
pemerintah. Pendudukan tanah-tanah negara (tanah perkebunan dan kehutanan) lalu menjadi
cara yang mereka yakini sebagai cara terbaik untuk memperbaiki nasibnya dan mendorong
diselesaikannya masalah-masalah agraria di Indonesia. Di beberapa tempat, seperti di Priangan
Timur dan Bengkulu, kelompok-kelompok petani yang melakukan pendudukan tanah-tanah
negara sangat yakin usahanya itu merupakan bagian dari penerapan pembaruan agraria
sebagaimana yang dimandatkan dalam Ketetapan MPR No. IX/2001. Jelas ini adalah suatu
tantangan yang sangat serius kepada para elite penguasa baru yang enggan menjalankan

kebijakan agraria yang pro pada kaum miskin.

Masalah-masalah Agraria dari Dulu Hingga Sekarang

Pada masa pemerintahan Megawati (2001-2004) pernah ada rapat kabinet terbatas (26
Mei 2003) yang membahas masalah pertanahan di Indonesia. Rapat tersebut menyimpulkan
ada dua masalah serius di bidang pertanahan saat ini yang harus diselesaikan. Pertama adalah
masalah tanah-tanah yang tidak produktif akibat spekulasi yang sebenarnya dilarang oleh
UUPA 1960. Kedua, dan yang terpenting menurut kabinet Megawati, adalah kenyataan
kecilnya persentase tanah-tanah yang telah bersertifikat yang diyakini menjadi penyebab
utama dari maraknya konflik dan sengketa pertanahan." Sayangnya rapat lebih merupakan
upaya untuk membuka kembali jalan bagi pembentukan kerangka kebijakan agraria nasional
yang telah dimulai sejak masa sebelum reformasi tetapi tidak dilanjutkan oleh pemerintahan

Gus Dur karena dianggap isu yang sensitif (lihat Bachriadi, 2005 dan 2006). Salah satu agenda

' Perspektif ini telah dipromosikan oleh Bank Dunia di Indonesia sejak tahun 1994 ketika membiayai Proyek
Administrasi Pertanahan (PAP) atau Land Administration Project (LAP). Lihat World Bank (1994).
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dalam pembentukan kebijakan baru tersebut adalah mengubah UUPA 1960 (National

Development Planning Agency and National Land Agency 1997: RE - 2-3).

Kabinet Megawati melihat dua hal di atas - spekulasi dan sertifikasi tanah - sebagai
penyebab masalah-masalah agraria yang menimbulkan konflik. Padahal, konflik agraria lebih
merupakan akibat dari penerapan kebijakan yang sangat berorientasi pada eksploitasi sumber
daya alam secara berlebihan untuk kepentingan pengusaha. Jika hendak mengatasi konflik dan
sengketa tanah, maka orientasi kebijakan itulah yang harus diubah, bukan akses yang sangat
besar untuk pengusaha yang terus dipertahankan, melainkan petani kecil dan kaum miskin
yang harus dijamin aksesnya terhadap tanah dan kekayaan alam. Dalam hal ini para elite gagal
menunjukan keseriusannya memikirkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, khususnya

kaum miskin, termasuk mencegah kerusakan lingkunganyang lebih parah lagi.

Kebijakan agraria sejak masa Orde Baru telah memperbesar konsentrasi penguasaan
tanah untuk kepentingan bisnis dan membatasi akses penduduk setempat terhadap tanah
untuk kepentingan kehidupan mereka. Persoalan bertambah kompleks manakala aparat
pemerintahan itu sendiri kemudian terlibat di dalam praktik-praktik manipulasi dan korupsi
dalam soal pengadaan tanah. Tidaklah mengherankan jika sebuah penelitian yang pernah
dilakukan oleh Komisi Ombudsman Nasional (KON)?> tahun 2002 menemukan bahwa
intensitas tindakan dari aparat yang berwenang menyelenggarakan administrasi pertanahan
(penyediaan tanah dan penerbitan hak atas) yang melanggar sejumlah ketentuan hukum yang

ada mencapai angka 46%.’

* Komisi Ombudsman Nasional (KON) dibentuk pada tahun 2000 oleh Presiden Abdurahman Wahid sebagai
‘lembaga pemerintah semi-independen’ melalui Keppres No. 44/2000. Lembaga ini menampung keluhan-
keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan administrasi publik yang menyimpang (maladministrasi) di sejumlah
lembaga pemerintahan dan yudikatif, termasuk lembaga penyelenggara administrasi pertanahan. Penelitian pada
tahun 2002 diselenggarakan KON bekerjasama dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Penelitian ini
mengungkap bahwa ternyata hanya sekitar 36% penggusuran tanah dilakukan untuk kepentingan publik,
selebihnya atau sekitar 64% dilakukan untuk kegiatan bisnis-privat. Penggusuran-penggusuran yang dilakukan
untuk kepentingan bisnis tersebut menggunakan cara-cara kekerasan baik yang dilakukan oleh kaki tangan
pebisnis maupun oleh aparat Negara (lihat Bachriadi, Bachrioktora, dan Safitri 2002; juga working paper ARC
dalam seri Kebijakan Agraria dan Pembangunan Paska Orde Baru No. 01/KAPPOB/I/2017). Sementara
sejumlah studi dan laporan lainnya juga telah menunjukkan dalam banyak kasus konflik agraria aparat militer
dan pemerintah terlibat untuk menggusur penduduk setempat yang kemudian menyebabkan terjadinya
pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari intimidasi hingga tindak kekerasan yang sangat serius
seperti pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa (lihat misalnya Lucas 1992, Wijardjo 1994, Harman et
al. 1995, Djuweng 1996, dan Bachriadi 2004a. Lihat juga working paper ARC dalam seri Kebijakan Agraria dan
Pembangunan Paska Orde Baru No. 03/KAPPOB/1/2017).

’ Hal-hal yang menyimpang dan melanggar ketentuan hukum tersebut, misalnya, adalah penerbitan sertifkat
ganda, penggusuran, dan penerbitan sertifikat HGU di atas tanah yang dikuasai oleh penduduk setempat, bahkan
membiarkan sejumlah perkebunan besar terus beroperasi tanpa memiliki HGU yang sah (lihat Bachriadi,
Bachrioktora, dan Safitri 2002). Pada Oktober 2004, misalnya, Kantor Perkebunan Provinsi Riau menyatakan
ada sekitar 21% dari 161 perkebunan di provinsi ini pada saat itu beroperasi tanpa HGU (Riau Online 2004).



Penantian Panjang Tak Kunjung Usai = Working Paper ARC No. 09/KAPPOB/I/2017

Mengenai ketimpangan penguasaan tanah di kalangan petani, Bachriadi dan Wiradi
menghitung, berdasarkan hasil-hasil Sensus Pertanian 1963-2003, jumlah rumah tangga tani
tak bertanah yang dikategorikan sebagai ‘purna tanpa tanah’ atau absolute-landless memiliki
porsi cukup besar dalam struktur distribusi penguasaan tanah di Indonesia. Kalkulasi mereka
seperti dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah menunjukkan adanya kecenderungan
peningkatan jumlah kelas absolute-landless dan ‘petani gurem™ sejak tahun 1963 hingga 2003.°
Sementara itu rata-rata penguasaan tanah oleh petani di Indoensia sejak tahun 7o0-an tidak
pernah melebihi angka 1 hektare: 0,99 hektare pada tahun 1973; 0,89 hektare di tahun 1983;
0,81 hektare di tahun 1993; dan 0,89 hektare pada tahun 2003. Angka-angka ini tidak lebih baik
dari rata-rata penguasaan tanah oleh petani pada tahun 1938, yakni 0,84 (lihat Tauchid, 1952:
174-176). Rasio Gini penguasaan tanah yang nilainya di atas o,5 di setiap sensus, seperti yang
ditunjukkan dalam tabel di bawah, menunjukkan seriusnya kondisi ketimpangan tersebut
yang tidak pernah diperbaiki. Gambaran suram penguasaan tanah oleh rumah tangga tani,
khususnya gambaran mengenai ketunakismaan (landlessness), jumlah ‘petani gurem’, dan
ketimpangan penguasaan tanah seperti ditunjukkan dalam tabel ini, merupakan penyebab

kemiskinan di pedesaan.

Tabel 1. Penguasaan Tanah oleh Rumah Tangga Tani di Indonesia, 1963-2003

Tahun Sensus Pertanian 1963 1973 1983 1993 2003
Jumlah rumah tangga pertanian (juta) n.a 21,6 23,8 30,2 37,7
‘Absolute-landless’ (juta, rumah tangga) n.a [32’02)] [2150 %] [3?)’02 ] [;Z’(f/t) ]
Petani yang menguasai tanah (juta, rumah 14,5 18,8 21,1 24,3
tangga) P2 der%] | [79%] | [70%] | [64%]
Jumlah tanah yang dikuasai petani (juta ha) 12,9 14,2 16,8 17,1 21,5
Rata-rata penguasaan tanah oleh petani (ha) 1,05 0,99 0,89 0,81 0,89
Rasio Gini penguasaan tanah”’ n.a 0,70 0,64 0,67 0,72

[ e G o man o | 0 A 5 0 W50 ST

Sumber: Bachriadi dan Wiradi (2011), Tabel 1 dan 3, hal. 6 dan 16

Catatan: *) Di sini kelompok ‘absolute-landless’ dimasukkan dalam membuat perhitungan rasio gini
penguasaan tanah. Hasil Sensus Pertanian 1963 tidak memadai untuk menghitung jumlah ‘absolute-
landless’. Tanpa ‘absolute-landless’, rasio gini penguasaan tanah di kalangan petani pada tahun 1963
adalah o,55.

* ‘Petani ‘gurem’ adalah rumah tangga tani yang menguasai tanah kurang dari 0,5 hektare.

> Sensus Pertanian dilakukan BPS setiap 10 tahun sekali sejak 1963. Ketika versi awal tulisan ini dibuat (2008)
dan dipublikasi (2010), Sensus Pertanian 2013 belum dilakukan oleh BPS. Sementara ketika tulisan ini
dipublikasi ulang tahun 2017, hasil Sensus Pertanian 2013 belum dikaji oleh penulis.
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Ketunakismaan (landlessness) memang tidak sepenuhnya terjadi akibat proses
pengambilalihan tanah untuk kepentingan-kepentingan pengusaha besar. Di Indonesia
ketunakismaan telah meningkat sejak program revolusi hijau diterapkan pada tahun 7o0-an
tanpa didahului oleh suatu penataan ulang atas penguasaan tanah. Meskipun banyak
kontroversi tentang bagaimana program ini berdampak negatif terhadap petani kecil, ada
kesepakatan umum di antara para ahli bahwa petani-petani kecil menjadi terlibat hutang dan
sering kali terdorong untuk melepaskan tanahnya; sebaliknya sejumlah kecil petani yang
menguasai tanah cukup luas dapat mengembangkan perekonomian mereka karena adanya
peningkatan produktivitas yang bergantung pada subsidi pemerintah (lihat Bachriadi dan

Wiradi 20m).°

Selain itu, sebelum tahun 1966 pernah dijalankan program land reform, tetapi program
ini dihentikan oleh peristiwa politik tahun 1965-1966 dengan berbagai akibat yang tidak hanya
menyangkut terjadinya kekerasan politik dan pembunuhan masal, tetapi juga perampasan-
perampasan kembali sejumlah tanah yang pernah diredistribusi melalui program land reform
tersebut (lihat misalnya, Utrecht, 1970: 87, catatan no. 28; Tjondronegoro, 1971: 13; Menteri
Negara Riset Republik Indonesia, 1978: 19; Mammock, 1998[1993]; Forum Keadilan, 1998;

Bachriadi dan Lucas, 2001b; Bachriadi dan Wiradi 2011).”

Asumsi-asumsi awal dari pemerintah Orde Baru yang menyatakan bahwa sektor-sektor
nonpertanian, baik di perkotaan maupun di pedesaan, dapat menjadi jalan keluar dari
pelimpahan tenaga kerja pedesaan ternyata tidak seluruhnya terbukti dan/atau dapat bertahan
lama. Lapisan terbawah petani-petani yang tersingkir dari pedesaan, yang tidak memperoleh
kesempatan kerja di bidang pertanian, ternyata lebih banyak masuk ke sektor ekonomi
informal, menjadi ‘buruh serabutan’, atau menjadi buruh-buruh murah di industri manufaktur
yang dapat dengan mudah memindahkan lokasi usahanya (foot-loose industries) untuk
mendapatkan biaya produksi yang lebih rendah. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak
1997 telah mempertegas gugurnya semua asumsi tersebut dan membuat tenaga kerja pedesaan

tidak lagi dapat menemukan lapangan kerja di perkotaan. Ini juga membuktikan bahwa

% Program revolusi hijau yang hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi pertanian ternyata telah
mendorong terjadinya proses pemiskinan dan menghilangkan potensi yang sangat besar dari masyarakat desa
dalam rangka membangun dasar pembangunan ekonomi nasional yang kuat; sebaliknya program ini hanya
memperkuat posisi ekonomi dan politik dari elite-elite pedesaan (Arief 1979; Zacharias 1983; Billah, Widjajanto
dan Kristyanto 1984; Wiradi 1984 dan 1986; Kasryno 1984; Hiisken 1989; Hiisken dan White 1989; dan White
dan Wiradi 1989).

7 Mengenai hasil-hasil program land reform tahun 60-an, lihat misalnya Utrech 1970, Morad 1970, Huizer
1980: 64-127, dan Hutagalung 1985.
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strategi pemerintah Orde Baru dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam tidak
dirancang untuk mengembangkan dasar yang kokoh bagi perekonomian bangsa, apalagi

diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.

Reforma Agraria sebagai Jalan Keluar

Abdurachman Wahid alias Gus Dur sewaktu menjabat sebagai Presiden RI setelah
Pemilu 1999 menyatakan hendak membagi-bagi tanah perkebunan yang dikuasai oleh
perusahaan-perusahaan perkebunan milik negara (PTP) sebanyak lebih kurang 40%,
khususnya yang telah diduduki dan digarap oleh petani.® Wahid menganggap penguasaan
tanah oleh perkebunan-perkebunan besar berlebihan dan telah membuat petani-petani yang
“lapar tanah”, dan tidak pernah “diberi makan” dengan baik oleh pemerintah, melakukan
pendudukan tanah (Surya 2000). Sayangnya niat bagus ini tidak segera terlaksana sampai
saatnya ia dilengserkan oleh parlemen. Terlepas dari seberapa besar kadar komitmen
politiknya itu, Wahid adalah pimpinan nasional yang pertama pasca-1965 yang menyerukan
pengurangan dan melakukan redistribusi terhadap tanah negara yang dikuasai dalam skala

besar oleh perusahaan-perusahaan perkebunan.’

Gagasan-gagasan untuk menjalankan pembaruan agraria telah menguat kembali pada
awal tahun ’go-an ketika sekelompok ornop, organisasi tani, dan sejumlah scholar-activists
membentuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 1994. Sejak tahun 2001,
seperangkat gagasan dan petunjuk untuk menjalankan pembaruan agraria dipertemukan
secara konseptual dengan gagasan penegakan prinsip-prinsip baru dalam pengelolaan sumber
daya alam yang berkeadilan. Perkawinan dua konsepsi dan prinsip ini juga bertujuan untuk
menggabungkan dua agenda dari dua kelompok yang biasa disebut kelompok “pro-RA
(Reforma Agraria)” dan kelompok yang biasa disebut “pro PSDA (Pengelolaan Sumber Daya

Alam)”.” Kesepakatan untuk menggabungkan konsep-konsep pembaruan agraria dan

¥ Wahid pertama kali mengemukakan niatnya itu ketika menyampaikan pidato sambutan pada Konferensi
Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta 23 Mei 2000. Ia kemudian mempertegas hal itu dalam Sidang
Umum MPR yang pertama di tahun 2000. Lihat Surya 2000; Fauzi dan Zakaria 2000: 40 khususnya catatan 65;
dan Bachriadi 2000.

’ Untuk mengetahui pandangan pimpinan nasional pada masa sebelum 1965, lihat misalnya Hatta 1992[1946]
dan Soekarno 1960.

' Sebelumnya kedua kelompok ini sering ‘bersitegang’ mengenai gagasan mana yang lebih penting didahulukan
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (Bachriadi 2001c). Kelompok pro-PSDA sering menganggap
pelaksanaan reforma agraria, khususnya land reform, akan berkontribusi pada perusakan lingkungan, karena
program ini akan meredistribusi kontrol dan kepemilikan tanah, termasuk tanah-tanah kehutanan, ke dalam unit-
unit kecil. Sementara kelompok pro-RA menyatakan bahwa sangat dimungkinkan mengelola sumber daya alam
secara berkelanjutan dan berkeadilan sosial meskipun pembaruan agraria dijalankan; karena selain memberikan
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pengelolaan sumber daya alam tersebut tercermin dalam aktivitas advokasi yang intensif di
sepanjang tahun 2001 yang telah mendorong MPR menerbitkan Ketetapan MPR IX/2001
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (lihat Lucas dan Warren,
2003). Terbitnya Ketetapan ini, yang berarti masuknya kembali reforma agraria sebagai agenda
negara, merupakan hasil dari kerja lobi dan tekanan-tekanan yang telah dilakukan selama
bertahun-tahun untuk menghidupkan kembali mandat-mandat UUPA 1960 yang dimandulkan

oleh Orde Baru (Wiradi 2000, Tjondronegoro 2007a).

Setelah TAP-MPR terbit, muncul sejumlah kerisauan di kalangan pro-pembaruan agraria
itu sendiri. Secara khusus muncul kekhawatiran akan adanya akibat negatif dari penerbitan
TAP-MPR tersebut terhadap keberadaan UUPA 1960. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
menganggap lahirnya Ketetapan tersebut sebagai lonceng kematian bagi UUPA 1960 (Bey,
2002). Sementara di tingkat akar rumput kemunculan TAP-MPR ini justru menciptakan
semangat baru di kalangan petani untuk memperluas aksi-aksi pendudukan tanah dan
reklaiming yang telah mereka lakukan sejak pertengahan tahun 8o-an yang dimulai dari kasus
tanah Badega di Garut Selatan (Rianto 1995; Setiakawan 1991; Bachriadi 2002b). Kelompok
petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan yang aktif melakukan aksi-aksi kolektif
pendudukan tanah, misalnya, menggunakan TAP-MPR tersebut sebagai argumen mereka
ketika berhadapan dengan pihak pemerintah maupun penguasa tanah perkebunan dan hutan-
negara (Lucas dan Warren, 2003; Bachriadi, 2008 dan 2009a; Peluso, Afiff dan Fauzi, 2008).
Meskipun demikian, TAP-MPR ini tidak dapat memperkuat posisi tanah-tanah pendudukan
karena pemerintah daerah dan kantor-kantor pertanahan setempat tidak segera menerbitkan

peraturan-peraturan yang mengakui atau melegalisasi tanah-tanah pendudukan tersebut.

Telikungan Neoliberalisme

Mungkin ada benarnya keresahan sekelompok aktivis dan organisasi yang tergabung
dalam FSPI yang menganggap Tap MPR No. IX/2001 akan mengungkap masuknya agenda-
agenda neoliberal yang pada intinya hendak mengintensifkan kerja kapital, penguasaan tanah,
dan eksploitasi sumber daya alam lainnya di Indonesia. Kerisauan mereka ternyata menjadi
kenyataan ketika pengawalan atas keluarnya ketetapan tersebut tidak dilakukan secara intensif
dan ketat; sementara elemen gerakan sosial sendiri terbelah menjadi dua, antara yang

mendukung dan yang anti terhadap Ketetapan MPR tersebut. FSPI khawatir ketetapan ini akan

penekanan kepada prinsip keadilan distributif, reforma agraria juga dimaksudkan untuk membatasi konsentrasi
penguasaan sumber daya alam yang justru merusak. Lihat juga working paper ARC seri Kebijakan Agraria dan
Pembangunan Paska Orde Baru No. 02/KAPPOB/1/2017.
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membuka jalan bagi upaya-upaya untuk merevisi UUPA 1960. Sementara kelompok yang pro
TAP-MPR tidak mempersoalkan jika UUPA 1960 harus diubah khususnya setelah dilakukan
upaya pengintegrasian semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria
dan pengelolaan sumber daya alam (lihat Bachriadi, 2002a; dan Lucas dan Warren, 2003);
kelompok pro-PSDA kemudian mengikuti inisiatif Kementerian Lingkungan Hidup untuk
menghasilkan Rancangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dinyatakan
sebagai bagian dari upaya menjalankan TAP-MPR No. IX/2001 (lihat Kartodihardjo et al. 2005).
Inisiatif ini dilakukan sebelum upaya untuk mengkaji ulang semua peraturan perundangan-
undangan yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam secara resmi
dilakukan oleh pemerintah maupun DPR seperti yang diamanatkan dalam Ketetapan MPR No.
IX/2001. Langkah yang diambil oleh kelompok pro-PSDA itu tidak disetujui oleh sejumlah
anggota KPA.

Pada kenyataannya integrasi peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan
agraria dan pengelolaan sumber daya alam tidak menjadi perhatian dari masing-masing
departmen terkait dalam pemerintahan (seperti Departemen Kehutanan, Pertambangan, dan
Sumber Daya Kelautan, misalnya), karena mereka hendak mempertahankan administrasi
sektoral dan kekuasaannya terhadap pengelolaan sumber daya alam melalui peraturan hukum
yang terpisah. Jadi, di satu pihak, pemerintahan pasca-Soeharto hendak mengubah sejumlah
undang-undang yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam sejalan dengan program
reformasi hukum (law reform) pada masa reformasi, sesuai dengan agenda reformasi dari
kekuatan-kekuatan pro- pasar dalam rangka privatisasi dan mengurangi peran negara di
bidang ekonomi dan penyediaan/pelayanan jaminan sosial.” Di lain pihak, para pendukung
pembaruan agraria terus terseok-seok dalam mengawal proses perubahan-perubahan
kebijakan sektoral, kecuali terhadap upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh BPN untuk
mengubah UUPA 1960, yang dilakukan dengan sangat cerdik, termasuk memanfaatkan

keberadaan Ketetapan MPR No. IX/2001.

Terbitnya UU Perkebunan (UU No. 18/2004) yang mengganti semua peraturan yang
berkaitan dengan perkebunan™ dan mengukuhkan pemegang HGU atas tanah-tanah
perkebunan serta munculnya aspek kriminalisasi atas pendudukan tanah perkebunan di satu

sisi adalah bentuk keberhasilan dari kelompok-kelompok pro-perkebunan besar untuk

"' Momentum reformasi telah digunakan dengan sangat efektif oleh kekuatan-kekuatan kapitalis neoliberal untuk
menata ulang infrastruktur hukum di Indonesia di hampir semua bidang, khususnya investasi, perdagangan,
perburuhan, energi dan eksploitasi sumber daya alam melalui serangkaian aktivitas yang disebut dengan
“reformasi hukum” (law reform). Lihat Lubis dan Santosa 1999, Bachriadi 2005 dan 2006, Kompas 2008.

"2 Termasuk UU No. 51/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin.
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mengukuhkan kontrol mereka terhadap tanah-tanah negara; di sisi lainnya, menunjukkan
kemunduran dalam upaya-upaya pembentukan hukum yang pro-petani dan rakyat kecil dalam
hal penguasaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam di era reformasi.” Kecenderungan
untuk membajak reformasi atas nama ‘pembaruan hukum’ juga terlihat dengan terbitnya UU
Pengelolaan Sumber Daya Air (UU No. 7/2004) yang membuka jalan bagi perusahaan swasta
untuk memonopoli distribusi sumber daya air; dan diterbitkannya UU Darurat No 1/2004 yang
disusul dengan UU. No. 19/2004 untuk mengubah UU Kehutanan (UU No. 41/1999) oleh
pemerintahan Megawati yang memungkinkan sejumlah perusahaan pertambangan untuk
melakukan kegiatan eksploitasi di dalam kawasan hutan lindung (Bachriadi 2004b). Daftar itu
semakin panjang ketika pemerintah Megawati merevisi UU Perminyakan dan Gas Alam (UU
No. 22/2001) yang disusul oleh pemerintahan Yudhoyono yang mengubah peraturan tentang
investasi dengan menerbitkan UU No. 25/2007 serta menerbitkan UU No.4/2009 tentang
pertambangan dan batu bara yang mengukuhkan dominasi perusahaan swasta, khususnya
perusahaan asing, untuk mengeksploitasi sumber daya alam, di satu sisi, dan mengurangi
peran negara dalam mencegah eksploitasi berlebihan. Kita patut berterima kasih kepada
gerakan sosial yang menuntut pembatalan UU Penanaman Modal (UU No. 25/2007) dan
Mahkamah Konstitusi yang dalam persidangan Judicial Review-nya kemudian berhasil
menghapus pasal penetapan HGU selama 9o tahun dalam undang-undang tersebut (lihat
Mahkamah Konsitusi 2007) karena jelas hal itu bertentangan dengan semangat UUPA 1960
yang hendak mengurangi konsentrasi penguasaan tanah oleh perusahaan-perusahaan
perkebunan (lihat pasal III dan IV dari Ketentuan-ketentuan Peralihan UUPA 1960)."
Semangat UUPA untuk mengurangi konsentrasi penguasaan tanah oleh perusahaan-
perusahaan perkebunan itu sendiri adalah hal yang sangat jarang dikupas dan dianalisis

dengan baik oleh para pengkaji UUPA dan pemerhati perkebunan besar di Indonesia.

Angin perubahan yang bertiup deras pada masa awal era reformasi juga telah membuka
semua tabir ‘kesakralan’ UUPA 1960. Sungguhpun upaya untuk membuka tabir ‘kesakralan’ itu
sebetulnya telah dimulai dengan sangat berani oleh sejumlah aktivis yang banyak bekerja

untuk membela hak-hak masyarakat adat ketika mereka mulai melakukan kampanye untuk

" Tak lama setelah UU ini terbit, para penegak hukum kemudian menggunakannya sebagai dasar hukum untuk
menangkap, menahan, dan mengadili sejumlah petani di sejumlah kasus konflik perkebunan dengan tunduhan
mereka telah melakukan tindak kriminal, meskipun konflik-konflik itu telah muncul bertahun-tahun sebelum
ditebitkannya UU No. 18/2004. Misalnya adalah penangkapan petani di kasus Lengkong di Sukabumi, Jawa
Barat, pada tahun 2005-2006 dan kasus Bandar Pasir Mandoge di Asahan, Sumatera Utara, pada tahun 2006.
lihat Perhimpunan Rakyat Pekerja 2006, dan Serikat Petani Sumatera Utara 2007a dan 2007b.

'* Sangat disayangkan Mahkaman Konstitusi tidak menerima semua tuntutan kelompok gerakan sosial yang
menuntut pembatalan UU Penanaman Modal yang baru tersebut.
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merevisi UUPA 1960 jauh sebelum era reformasi dimulai, dan meskipun pada saat itu mereka
mendapatkan tantangan yang sangat keras dari rezim penguasa yang memanfaatkan
kekuasaan negara yang sangat besar, seperti yang dimandatkan oleh UUPA 1960, untuk
mengabaikan beragam hak rakyat atas tanah,® ‘semangat reformasi’ telah merangsang
sejumlah pihak termasuk aparat pemerintah dan lembaga-lembaga pembangunan asing untuk
berbicara lebih lantang dan mengupayakan sejumlah usaha untuk mengubah UUPA 1960
(Bachriadi 2005 dan 2006). Mereka telah berinisiatif untuk menyusun sejumlah argumen
tentang perlunya UUPA 1960 diganti dalam rangka mengikuti sejumlah kepentingan untuk
mengaitkan kebijakan pertanahan di Indonesia dengan kecenderungan-kecederungan dalam
pembentukan kebijakan tanah global yang berorientasi neoliberal. Sejumlah usulan rancangan
undang-undang untuk mengganti UUPA 1960 dengan undang-undang yang baru pun

kemudian digagas oleh kekuatan pro-pasar ini.

Agenda neoliberal untuk mengganti UUPA 1960 adalah untuk mengubah sistem dan
prinsip hukum dalam penyediaan tanah dari sistem yang bertumpu pada negara (state-led)
dengan sistem yang bertumpu pada pasar bebas. Di dalam model ini tanah sepenuhnya
diperlakukan sebagai komoditas ekonomi yang sangat bertentangan dengan posisi UUPA 1960
yang memperlakukan tanah sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial (melalui prinsip
fungsi sosial dari tanah)."® Agenda neoliberal di bidang pertanahan tersebut mulai dikukuhkan
secara tegas sejak tahun 1994 melalui Proyek Administrasi Pertanahan (1994-1998) dan Proyek
Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan (LMPDP, Land Management and Policy
Development Project) (2005-2009). Kedua proyek ini sebagian besar dibiayai oleh pinjaman
luar negeri yang disediakan oleh Bank Dunia dengan tujuan untuk meletakkan dasar-dasar
bagi proses pengintegrasian kebijakan pertanahan di Indonesia dengan agenda-agenda pasar

bebas (World Bank 1994 dan 2004).

Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu legitimasi hukum yang baru diperlukan karena
UUPA 1960 sebagai dasar hukum agriaria yang utama pada hakikatnya memiliki perspektif
yang lain, yakni anti terhadap pasar tanah yang bebas. Karena itu UUPA 1960 harus diubah.
Bank Dunia sangat mendorong perubahan hukum tersebut karena UUPA 1960 dinilai telah
ketinggalan zaman dan tidak cocok lagi dengan situasi pembangunan di Indonesia masa kini

yang harus berhubungan dengan kenyataan perdagangan bebas di era globalisasi sekarang

"> Untuk sejumlah argumen aktivis ornop tantang perlunya mengubah UUPA 1960 dalam rangka memelihara
dan mengembalikan hak-hak masyarakat adat atas tanah, lihat misalnya Ruwiastuti 1997, 1998, dan 2000;
Bantaya 1997; dan Ruwiastuti, Fauzi dan Bachriadi 1998.

'® Mengenai prinsip fungsi sosial dari tanah lihat UUPA 1960 Pasal 6. Lihat juga penjelasan dan peringatan
Hatta 1992[1946]: 10 tentang tanah di Indonesia jangan diperlakukan sebagai komoditas.
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(Bappenas dan BPN 1997: RE - 2-3). UUPA 1960 juga dianggap sebagai penghambat penyediaan
tanah untuk tujuan-tujuan investasi. Biaya tinggi dalam penyediaan tanah untuk kepentingan
investasi disebabkan oleh adanya distorsi pasar dan konflik, yang muncul akibat lemahnya
aspek kepastian hukum dalam penguasaan tanah di Indonesia. Para penyokong pasar tanah
meyakini bahwa situasi itu bersumber dari “bentuk-bentuk hak atas tanah yang diciptakan

oleh UUPA ... sangat tidak memadai” (Wallace dan Williamson, 2006: 124).

[tu sebabnya program-program yang berkenaan dengan sertifikasi tanah dan
penggantian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tanah menjadi
agenda penting Bank Dunia yang merupakan salah satu palang pintu (midfielder) terpenting
dari kekuatan neoliberal di Indonesia saat ini. Gagasan untuk mengubah UUPA 1960 pada
awalnya ditampilkan ke publik secara perlahan dan hati-hati melalui sejumlah dokumen mulai
tahun 1994. Hingga Soeharto jatuh empat tahun kemudian, di tahun 1998, usaha-usaha mereka
masih dalam tahap pengembangan dan penyampaian gagasan melalui serangkaian kajian” dan
publikasi yang diedarkan secara terbatas. Meskipun demikian, pada tahap ini pun
sesungguhnya sejumlah tantangan dan kritik dari para pendukung pembaruan agraria yang
populis telah muncul (lihat misalnya Konsorsium Pembaruan Agraria 1996a, 1996b, 1997a, dan

1997b).

Bank Dunia dan pemerintah Indonesia sangat sadar bahwa mengubah UUPA 1960
bukanlah perkara mudah (Bappenas dan BPN, 1997). UUPA 1960 memiliki posisi unik dalam
sejarah politik hukum di Indonesia yang membuatnya memiliki pendukung-pendukung dan
pembela-pembela yang sangat gigih, khususnya sejumlah politisi nasionalis, akademisi, dan
aktivis-aktivis yang pro-populis (Bachriadi 2005 dan 2006). Akan tetapi pendukung pasar
tanah yang bebas memperoleh situasi yang sangat menguntungkan ketika muncul ‘suara-suara
sejenis’ yang berasal dari kelompok organisasi non-pemerintah yang menghendaki

pengubahan UUPA meskipun dengan orientasi yang berbeda.

Berbeda dengan agenda neoliberal di atas, sejumlah aktivis memiliki perhatian pada dua
hal berkenaan dengan keberadaan UUPA 1960 yang mendorong mereka untuk menggagas
perubahan undang-undang ini. Pertama, mereka menaruh perhatian pada prinsip Hak
Menguasai Negara yang ada dalam UUPA 1960 yang selama ini telah digunakan secara efektif
oleh rezim penguasa untuk mengabaikan hak-hak penduduk setempat, khususnya kelompok-
kelompok masyarakat adat, atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Para aktivis hendak

mengganti prinsip tersebut dengan prinsip lainnya yang mereka sebut dengan ‘Hak Menguasai

"7 Rangkaian kajian untuk mengubah kebijakan agraria di Indonesia adalah salah satu bagian dari kerja PAP
yang dikategorikan sebagai Bagian-C dari proyek ini.
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oleh Rakyat’ dalam rangka mengatur dan mengelola penguasaan dan penggunaan tanah dan
sumber daya alam lainnya.” Kedua, kepedulian para aktivis adalah untuk memelihara dan
memperkuat pengakuan atas keberagaman hak-hak masyakat adat atas tanah dan wilayah
budaya mereka secara hukum yang selama ini tidak cukup jelas diposisikan oleh UUPA 1960

yang bersikap ambivalen (mendua) dalam memandang keberadaan mereka.

Para aktivis yang melakukan kampanye tentang perlunya perubahan UUPA berupaya
melakukan reinterpretasi semangat populisme UUPA 1960 melalui pemberian pengakuan
sepenuhnya terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah. Hal terpenting dari gagasan
‘perubahan’” UUPA 1960 yang dikemukakan oleh para aktivis adalah sesungguhnya mereka
hendak menjaga serta memperkuat prinsip-prinsip populisme, fungsi sosial tanah, tanah untuk
penggarap, anti monopoli, dan prinsip keberagaman dalam bangsa yang bersatu (lihat

Konsorsium Pembaruan Agraria 1998).

Dalam hal ini tidak semua aktivis dan scholar-activists yang bekerja untuk mendorong
pembaruan agraria di Indonesia sepakat dengan gagasan untuk mengubah UUPA 1960.
Sebagian dari mereka adalah para pendukung UUPA 1960 yang sangat gigih. Akhirnya kita
dapat melihat adanya tiga kelompok aktivis yang berkaitan dengan gagasan-gagasan dan
upaya-upaya untuk mengubah UUPA. Kelompok pertama adalah aktivis-aktivis yang
sepenuhnya mendukung penggantian UUPA 1960 dengan undang-undang agraria yang baru.
Mereka sebagian besar adalah kelompok gerakan pro-masyarakat adat dan beberapa elemen
dari gerakan lingkungan. Kelompok kedua adalah kelompok aktivis dan scholar activists yang
sama sekali menolak gagasan untuk perubahan UUPA 1960. Sejumlah aktivis di pimpinan
pusat FSPI dan sejumlah anggota KPA adalah bagian dari kelompok kedua ini. Kelompok
ketiga adalah aktivis-aktivis gerakan sosial pedesaan dan scholar-activists yang mengambil
posisi moderat, di tengah-tengah kedua kelompok lainnya. Mereka tidak mempromosikan
suatu perubahan maupun penggantian UUPA 1960, tetapi mengusulkan perbaikan atau
amandemen UUPA 1960 dan tetap menjaga namanya sebagai UUPA. Posisi mereka hanya
menyetujui amandemen terhadap sejumlah pasal dari UUPA yang perlu diperbaiki agar lebih
sesuai dengan kondisi kesulitan hidup masyarakat desa di Indonesia saat ini. Mereka
menerima gagasan kelompok pertama dalam rangka menerapkan sudut pandang pluralisme
hukum untuk mengintepretasi ulang semangat populisme UUPA 1960. Mereka juga menerima
gagasan-gagasan kelompok kedua untuk mempertahankan prinsip tanah untuk penggarap,

semangat populis, dan kedaulatan bangsa/nasional dari UUPA 1960. Gagasan mereka untuk

'® Lihat Konsorsium Pembaruan Agraria 1998, dan Fauzi dan Bachriadi 1998 untuk melihat lebih lanjut
argumen-argumen mengenai hal ini dan mengenai promosi prinsip ‘Hak Menguasai oleh Rakyat’.
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mengamandemen UUPA 1960 adalah dalam rangka membuat undang-undang ini menjadi
‘hukum yang aktif kembali secara positif yang dapat memberikan kembali kesempatan-
kesempatan politik untuk dijalankannya mandat pokok UUPA itu sendiri: pembaruan agraria

yang komprehensif dan terintegrasi dengan kenyataan keberagaman masyarakat Indonesia.

Selama pemerintahan Gus Dur (1999-2001) BPN telah meminta salah seorang ahli hukum
agraria dari Universitas Trisakti, Prof. Boedi Harsono, untuk merumuskan usulan Undang-
undang Pertanahan Nasional yang substansinya akan mengukuhkan sektoralisme dalam
sistem hukum agraria di Indonesia dan menyiapkan dasar hukum bagi pembentukan pasar
tanah.” Pengganti Gus Dur, Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004) yang berasal dari
PDI-P mengeluarkan Keppres No. 34/2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan®
dalam rangka menindaklanjuti Ketetapan MPR No. IX/2001 yang isinya memerintahkan BPN
untuk menyelesaikan usulan undang-undang yang disebut sebagai ‘penyempurnaan’ UUPA

1960 dalam jangka waktu satu tahun setelah terbitnya Keppres™.

Sementara itu Bappenas sejak 2006 mulai mengubah posisi mereka dari sepenuhnya
mendorong perubahan UUPA 1960 ke posisi mempertahankan semangat UUPA 1960 dalam
perumusan-perumusan kebijakan pertanahan di Indonesia masa depan. Dalam laporan akhir
sementara Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional (KKPN), Bappenas® masih bersikap

menyudutkan UUPA 1960 sebagai sumber dari berbagai ketidakpastian hukum dalam

' Rumusan Prof. Boedi Harsono ini kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku pada tahun 2002. Lihat
Harsono 2002. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit untuk mengganti UUPA 1960, rumusan Prof. Boedi
Harsono ini sangat potensial membuat UUPA menjadi tidak berfungsi. Rumusan itu kemudian tidak hanya
memperoleh kritik yang sangat keras dari para pendukung UUPA yang berada di luar parlemen yang dimotori
oleh KPA (lihat misalnya Fauzi 2001 dan Bachriadi 2001a), tetapi juga dijegal oleh sejumlah politisi nasionalis
yang ada di parlemen pada saat itu seperti Armin Arjoso dari PDI-P yang menjadi Ketua Komisi II DPR ketika
hendak diajukan ke DPR.

*% Dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2003.

*! Dengan tergesa BPN membentuk tim baru yang kali ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala BPN sendiri,
Prof. Maria SW Sumardjono, yang juga seorang ahli hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada untuk
menyusun suatu rancangan undang-undang yang lain lagi yang disebut dengan RUU Sumber Daya Agraria
untuk menggantikan UUPA 1960. RUU tersebut memiliki kecenderungan untuk menetapkan pemberlakuan
HGU dalam rentang waktu lebih panjang daripada yang ditetapkan oleh UUPA 1960, dan hendak
mengubah/menyederhadakan hak-hak penguasaan tanah yang dalam hal ini juga akan melemahkan posisi
undang-undang lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti UU Kehutanan dan Pertambangan.
Karena itu, selain memperoleh tentangan dan kritik dari sejumlah pendukung UUPA yang kembali dimotori oleh
KPA (lihat misalnya Tjondronegoro et al. 2004, Sodiki 2004 dan Setiawan 2004), rancangan undang-undang
rumusan tim BPN kali ini juga ditentang/ditolak oleh sejumlah departemen yang terkait dengan pengelolaan
sumber daya alam.

** Laporan akhir sementara ini disampaikan dalam suatu lokakarya nasional yang diselenggarakan oleh Bappenas
di Jakarta pada bulan November 2006. KKPN adalah salah satu hasil dari Proyek Administrasi Pertanahan (PAP)
yang dilanjutkan dengan Proyek Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan (yang lebih dikenal
dengan LMPDP) yang dibiayai oleh Bank Dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai LMPDP, lihat situs
resmi proyek ini www.landpolicy.od.id
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penguasaan tanah di Indonesia, sebagaimana pandangan-pandangan ahli hukum pertanahan
internasional yang disewa oleh Bank Dunia selama ini. Posisi laporan Bappenas mulai berubah
ketika sejumlah scholar-activists agraria® mengkritisi laporan tersebut hingga satu bagian
kesimpulan dari KKPN tersebut menyatakan “semangat UUPA 1960 harus dipertahankan

sebagai salah satu prinsip dari kebijakan pertanahan” (Bappenas 2006: 6).

Di samping sejumlah tantangan yang datang dari para pendukung UUPA, upaya-upaya
BPN untuk menghasilkan rancangan undang-undang agraria baru yang dapat disahkan oleh
DPR selalu gagal memperoleh dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah (departemen)
lainnya, seperti departemen kehutanan dan pertambangan, yang tidak mau kehilangan
kekuasaannya dalam mengatur pengelolaan dan penggunaan kekayaan alam. Pada
pertengahan tahun 2006, BPN akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan upaya-upaya
mereka untuk menghasilkan undang-undang agraria yang baru untuk menggantikan UUPA
1960.>* Kepala BPN, Joyo Winoto, mengatakan lebih baik merumuskan undang-undang
pertanahan yang merupakan peraturan perundangan-undangan turunan UUPA 1960 untuk
memenuhi kebutuhan perkembangan sosial-ekonomi saat ini daripada mengubah UUPA
dengan undang-undang agraria baru yang prosesnya lebih rumit (Sinar Harapan 2007). Untuk
itu, dengan bantuan pinjaman uang dari Bank Pembangunan Asia (ADB, Asian Development
Bank), sejak tahun 2007 BPN mulai merumuskan undang-undang pertanahan yang
sesungguhnya disusun dalam rangka memenuhi keluhan-keluhan dan permintaan pengusaha
yang mengeluhkan soal kerumitan dan biaya tinggi untuk menguasai tanah bagi kegiatan

investasi di Indonesia (lihat Sinar Harapan 2007 dan Asian Development Bank 2007).*

* Beberapa scholar-activists yang berafiliasi ke KPA yang bersama sejumlah akademisi dan aktivis ornop
lainnya selain sejumlah pegawai instansi pemerintah yang diundang untuk memberikan pandangan-pandangan
kritis terhadap laporan sementara Bappenas tentang KKPN dalam lokakarya yang diselenggarakan pada bulan
November 2006.

** Secara resmi BPN menyampaikan sikapnya yang baru ini ketika mereka melakukan pertemuan dengar
pendapat dan konsultasi dengan DPR pada 29 Januari 2007. Lihat Sinar Harapan 2007.

* Keluhan-keluhan pengusaha kepada pemerintah muncul ketika diadakan ‘Infrastructure Summit 2005 di
Jakarta, yang kemudian ditanggapi oleh pemerintahan Yudhoyono yang baru saja terpilih dalam Pemilu 2004
dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 36/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Proyek Pembangunan dan
Kepentingan Umum sebagai pengganti Keppres No. 55/1993. Organisasi-organisasi gerakan sosial menganggap
Perpres yang dikeluarkan Yudhoyono lebih berpihak kepada kepentingan bisnis, karena peraturan tersebut
cenderung memfasilitasi penggusuran untuk kegiatan yang mengatasnamakan “proyek-proyek pembangunan”
ketimbang untuk memberikan pengakuan atau legitimasi tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat untuk
keberlanjutan hidupnya. Akibat gelombang protes yang terjadi di berbagai daerah pemerintah kemudian
mengganti Perpres tersebut dengan Peraturan Presiden No. 65/2006 yang menurut Sumardjono (seorang ahli
hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada) dan para penyokong gerakan sosial tidak ada perbedaan yang
cukup berarti antara peraturan sebelumnya dengan peraturan penggantinya. Lihat Sinar Harapan 2006, Radar
Tasikmalaya 2005a dan 2005b, Kompas 2006a dan 2006b, Sumardjono 2006, dan Koalisi Rakyat Tolak Perpres
36/2005.
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Sejumlah aktivis yang berafiliasi ke KPA menganggap keputusan BPN untuk tidak
mengubah UUPA 1960 adalah keputusan dan kemauan politik yang bagus dari rezim SBY-JK*.
Lebih jauh pemimpin KPA percaya bahwa usaha BPN untuk merumuskan undang-undang
pertanahan tersebut akan dilakukan sejalan dengan UUPA 1960 (Setiawan 2008). Sayangnya,
para penyokong pembaruan agraria yang populis kurang memberi perhatian dan pengawasan
terhadap proses penyusunan RUU Pertanahan yang dilakukan oleh BPN-ADB tersebut.*” Satu-
satunya kajian kritis yang agak serius terhadap inisiatif BPN-ADB tersebut dilakukan oleh
Serikat Petani Indonesia (SPI) (Serikat Petani Indonesia 2009).”® Dalam kesimpulannya SPI
secara umum menekankan sejumlah kritik terhadap upaya BPN menyusun RUU Pertanahan
sebagai berikut®: (1) RUU Pertanahan hanya memiliki fokus pada investasi di bidang
infrastruktur, bukan untuk pembaruan agraria; (2) inisiatif untuk menyusun RUU ini telah
mengabaikan aspirasi rakyat, karena disusun oleh BPN bersama ADB secara diam-diam; (3)
tujuan dari RUU ini adalah untuk mempercepat pembentukan pasar tanah semata; (4) RUU ini
tidak menyokong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan; (5) RUU ini akan memperparah
konflik agraria; dan (6) RUU tersebut akan menghilangkan kedaulatan pangan rakyat (Serikat

Petani Indonesia 2009: 13-18).

Kelompok yang mendukung pembaruan agraria memang untuk sementara ini berhasil
‘menyelamatkan’ UUPA 1960 dari gempuran langsung kekuatan neoliberal. Namun,
sesungguhnya penataan ulang (law reform) peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari agenda penataan ulang
sistem hukum yang lebih luas di Indonesia yang mendukung pasar dan investasi sepenuhnya

sudah mendekati tuntas. Kekuatan-kekuatan neoliberal telah berhasil mengubah atau

% Komunikasi pribadi dengan Agustiana, Sekretaris Jendral SPP, 22 Agustus 2006; Gunawan Wiradi, anggota
Dewan Pakar KPA, 22 Agustus 2006; dan Usep Setiawan, Sekretaris Jendral KPA, 28 Agustus 2006.

*” KPA hanya menyatakan dengan sangat singkat mengenai kegiatan perumusan RUU ini dalam ‘Catatan Kritis’
mereka tentang perkembangan situasi agraria di Indonesia di penghujung tahun 2007 yang dicantumkan di situs
KPA (www.kpa.or.id) hampir setahun setelah BPN menyampaikan secara terbuka kegiatan mereka untuk
merumuskan undang-undang tersebut dengan bantuan ADB. Lihat Konsorsium Pembaruan Agraria 2007b.
Beberapa bulan kemudian pimpinan KPA menulis artikel populer di satu koran nasional, pada awal tahun 2008,
di mana ia menyatakan adanya kemungkinan kooptasi neoliberal dalam usaha BPN tersebut, meskipun ia tetap
percaya BPN akan mengikuti dan konsisten dengan mandat-mandat serta prinsip-prinsip UUPA 1960. Lihat
Setiawan 2008.

* Lihat kembali catatan 26 di atas mengenai kritik-kritik dari kelompok gerakan sosial yang menolak
keberadaan Peraturan Presiden No. 36/2005 dan No. 65/2006 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dan
Kepentingan Umum.

** Dengan segala penghargaan kepada SPI dan upaya mereka untuk menyampaikan kritik atas inisiatif BPN ini,
kritik-kritik yang disusun oleh SPI pada umumnya dibangun berdasarkan pandangan-pandangan umum, tidak
didukung oleh data dan informasi yang cukup, khususnya penyajian hal-hal yang penting untuk dikritisi yang
bersumber dari draf atau rumusan RUU Pertanahan yang sedang atau sudah disusun oleh BPN tersebut.
Tampaknya SPI tidak memiliki dokumen draf RUU yang sedang/sudah disusun oleh BPN tersebut.
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membuat sejumlah peraturan perundang-undangan memfasilitasi kepentingan bisnis swasta
memonopoli pengelolaan kekayaan alam di negeri ini, meskipun hal itu tidak berarti bahwa
era reformasi hanya menyisakan ‘kekalahan’ bagi kelompok pro-reforma agraria. Di berbagai
daerah, walau bagaimanapun, perubahan politik dari rezim otoritarian ke demokrasi dengan
berbagai bentuk penyimpangannya (lihat Toérnquist et al. 2003; Harris, Stokke dan Térnquist
2004) telah membuka ruang yang lebih besar bagi berkembangnya aksi-aksi kolektif, bukan
hanya yang berkaitan dengan pendudukan tanah tetapi juga upaya untuk mendapatkan
pengakuan hukum terhadap hak atas tanah (lihat, misalnya, Affif et al. 2005; Bachriadi 2008

dan 20009a; dan Peluso, Affif dan Rahman 2008).

PPAN: ‘Reformasi Agraria’ ala SBY yang Tidak Jelas

Ada satu lagi lompatan salto politik yang dihasilkan oleh ketidakjelasan dan kontradiksi
dari agenda reformasi yang dimulai pada pertengahan tahun 2006 ketika pemerintahan
Yudhoyono meluncurkan gagasan untuk meredistribusi tanah yang dikenal dengan nama
Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN).>* Munculnya PPAN sebagai satu program di
dalam pemerintahan SBY-JK saat ini sesungguhnya juga tidak terlepas dari upaya-upaya para
pendukung reforma agraria untuk memasukkan kembali isu ini ke dalam agenda kebijakan
nasional. Proses lobi kepada SBY dilakukan cukup intensif menjelang Pemilihan Presiden
secara langsung pada tahun 2004” dengan hasil SBY merevisi draf “Visi, Misi, dan Program”-
nya dengan memasukkan dua paragraf mengenai pelaksanaan reforma agraria jika ia dan JK
berhasil berkuasa. Akan tetapi, setelah lebih dari 2 tahun SBY-JK berkuasa tidak ada kejelasan

tentang bagaimana mereka menerjemahkan janji politiknya sewaktu kampanye. Hal ini

%% Program ini berencana meredistribusi sekitar 9,5 juta hektar tanah untuk masyarakat. Meskipun program
redistribusi tanah adalah perhatian utama dari para pendukung pembaruan agraria, PPAN dengan segera memicu
kontroversi di kalangan aktivis. Sebagian aktivis memandang program ini sebagai kesempatan untuk
mempengaruhi BPN dan mewujudkan gagasan-gagasan populis tentang pembaruan agraria (lihat, misalnya,
Maguantara et al. 2006, Setiawan 20007, dan Tjondronegoro 2007b). Sementara aktivis yang menentang
menyatakan bahwa program tersebut hanya suatu manuver dari lingkaran politik Yudhoyono untuk
memenangkan dukungan dari kelompok-kelompok gerakan sosial dan basis-basis petani mereka untuk
kepentingan Pemilu 2009. Mereka menilai program ini secara diam-diam hendak menempelkan distribusi tanah
sebagai bagian dari paket kebijakan pertanahan neoliberal di Indonesia (lihat Bachriadi 2007, Bachriadi dan
Juliantara 2007).

! Gunawan Wiradi dan Sediono MP Tjondronegoro, dua orang ahli agraria dari Bogor, didekati oleh Anton
Poniman yang merupakan anggota dan pendiri Front Indonesia Bersatu, organisasi yang dibentuk untuk
mendukung pencalonan SBY dalam pemilihan presiden 2004. Poniman membutuhkan dukungan argumentasi
ilmiah yang kuat untuk membawa gagasan land reform ke dalam platform pencalonan SBY-JK. Wiradi sebagai
anggota Dewan Pakar KPA kemudian mengundang anggota lainnya untuk berkontribusi dalam merumuskan
gagasan untuk disampaikan ke SBY. Hasilnya adalah sebuah dokumen yang disebut dengan ‘Petisi Cisarua’
(dipublikasi sebagai Poniman et al. 2005). Petisi Cisarua intinya berisi seruan kepada pemerintah baru hasil
pemilu 2004 untuk menjalankan pembaruan agraria. Pada saat yang sama aktivis-aktivis KPA melobi SBY lewat
tim pemenangan pemilunya yang dipimpin oleh Jendral (purnawirawan) Adairi, kolega SBY di angkatan darat.
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membuat kelompok-kelompok gerakan sosial melancarkan serangkaian protes yang menuntut

Yudhoyono untuk memenubhi janjinya (Kompas 2005, Tribun 2006, Sinar Harapan 2006).

Menjelang akhir tahun 2006, Joyo Winoto, Kepala BPN, menyatakan pemerintahan SBY-
JK hendak menjalankan program redistribusi tanah (lihat Tempo Interaktif, 2006a dan 2006b;
Koran Tempo, 2006; Kompas, 2007a dan 2007b) sebagai program yang dikatakannya sebagai
pelaksanaan dari janji politiknya untuk menjalankan “reformasi agraria” di Indonesia. Dari
laporan-laporan media massa sebelumnya terungkap bahwa Tanah Negara yang hendak
diredistribusi ada sekitar 9,25 juta hektare, terdiri atas 1,1 juta hektare tanah yang ditetapkan
sebagai obyek land reform menurut ketentuan yang berlaku (PP No. 224/1961)**; sementara 8,15
juta hektare lagi merupakan tanah yang berstatus kawasan hutan produksi konversi (Media
Indonesia 2007, Pikiran Rakyat 2007, Republika 2007). Tidak jelas benar siapa dan berapa
banyak petani yang akan menjadi subyek (penerima manfaat langsung pembagian tanah),
dengan cara bagaimana redistribusi tanah ini akan dilakukan dan apa bentuk hak yang akan
timbul atas tanah-tanah tersebut. Sedangkan soal pembatasan penguasaan tanah, meskipun
dalam pidato Kepala BPN dikatakan pemerintah berjanji untuk “mengatasi masalah
konsentrasi aset” dan “ketidakseimbangan penguasaan dan pemilikan tanah” (Winoto 2007: 4),
tidak jelas berapa hektare tanah kelebihan yang dikuasai oleh pribadi dan berapa luas tanah

yang terkonsentrasi di tangan pengusaha yang akan diredistribusi.

Dalam kerangka pembangunan pertanian yang lebih luas, program pembaruan agraria
SBY tersebut dirancang sebagai program penyerta (complementary program) untuk
menyediakan tanah dalam rangka pengembangan industri bahan bakar nabati (biofuel),
perikanan dan pertambakan, serta revitalisasi perkebunan (Tempo Interaktif, 2006a), yang
justru sangat berpotensi menciptakan konsentrasi penguasaan tanah.” Karena itu, tidak
berlebihan jika program pembaruan agraria yang dicanangkan oleh SBY dianggap sebagai
kemasan baru untuk memperkuat posisi perkebunan-perkebunan besar, seperti yang
dinyatakan oleh Bachriadi (2007), termasuk untuk mengikat petani-petani kecil dalam

mekanisme hubungan produksi kontrak (contract farming) atau inti-plasma®** karena

> Menurut ketentuan yang berlaku ada empat jenis tanah obyek land reform, yakni tanah kelebihan batas
maksimum, tanah absentee, tanah eks-swapraja, dan tanah negara lainnya (semestinya termasuk tanah eks HGU
yang telah dikuasai oleh petani). Lihat PP 224/1961 pasal 1 dalam Harsono 1996: 805.

3 Bandingkan dengan peringatan sejumlah ahli agraria dan aktivis pro reforma agrarian yang dinyatakan dalam
‘Petisi Cisarua’ (Poniman et al. 2005) yang menyatakan bahwa siapa pun yang berkuasa setelah Pemilu 2004
hendaknya tidak menempatkan pembaruan agrarian sebagai program ikutan dalam pembangunan pertanian yang
bertumpu kepada investasi yang datang dari luar desa yang hanya berpotensi mengekspolitasi sumberdaya lokal.

** Dalam model hubungan produksi kontrak, atau inti-plasma, petani kecil (sebagai plasma) dikonsolidasi untuk
menghasilkan produk pertanian tertentu yang diatur oleh perusahaan besar (sebagai inti). Perusahaan mengontrol
seluruh proses produksi dan distribusi hasil produksi petani sebagai kompensasi dari penyediaan kredit produksi
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pengusaha yang hendak mengembangkan perkebunan besar di Indonesia didorong untuk
mengikutsertakan petani kecil dalam ikatan kontrak produksi dan pemasaran.”®> Cukup jelas
pada akhirnya rancangan program pembaruan agraria SBY ini tidak akan meliputi redistribusi
tanah-tanah kelebihan batas maksimal (maximum ceiling) dan tanah-tanah absentee seperti
yang diatur secara tegas oleh UU No. 56/1960 dan PP. 224/1961. PPAN tidak pula dirancang
untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang telah meruyak di Indonesia sejak zaman
kolonial, apalagi menyelesaikan masalah pendudukan tanah yang dilakukan oleh petani dalam
rangka meraih hak-hak ekonominya yang telah diabaikan oleh pemerintah Orde Baru. Hal lain
yang dapat dikatakan belum jelas sama sekali dari PPAN yang dikatakan akan menjalankan
asset reform adalah soal penyediaan sarana-sarana produksi serta proteksi terhadap kegiatan

produktif di atas lahan-lahan yang akan atau telah diredistribusi.

Pada kenyataannya, hingga saat ini keberadaan PPAN dapat dikatakan ‘antara ada dan
tiada’. Sejumlah pejabat BPN selalu mengatakan program ini sebagai salah satu dari kegiatan
utama mereka sejak tahun 2007, bahkan di sejumlah daerah dikatakan redistribusi tanah
melalui PPAN telah dilakukan (lihat, misalnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Garut 2007,
Tempo Interaktif 2008 dan Kontan 2008). BPN sendiri hingga sekarang belum berhasil
mendorong Presiden Yudhono untuk menandatangani peraturan yang mengatur pelaksanaan
PPAN.* Pada periode pemerintahannya yang pertama (2004-2009), SBY tidak mau
menandatangani Peraturan Pemerintah yang telah disiapkan oleh BPN karena masih terjadi
pertentangan kepentingan antardepartemen di dalam kabinet yang tidak dapat diatasinya
secara politis,”” selain ada indikasi dari Departemen Keuangan yang memberi tanda bahwa
pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan PPAN. Ketegangan yang
terjadi antara BPN dan Departemen Kehutanan, misalnya, adalah bentuk pertentangan

kepentingan antarlembaga di dalam kabinet yang terjadi pada saat itu yang membuat PPAN

dan teknologi kepada petani. Lihat misalnya Wilson 1986, Kirk 1987, White 1990, Wiradi 1991, Bahcriadi 1995,
dan Stiffler 2002 untuk diskusi yang ekstensif mengenai konsep dan penerapan pertanian kontrak dan/atau inti-
plasma.

** Kebijakan ini telah mulai dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak awal tahun 1980-an. Lihat Bachriadi
1995. Saat ini pola hubungan pertanian kontrak di sektor perkebunan telah memasuki generasi ke-5 yang
ditandai dengan dilibatkannya bank-bank swasta dalam penyediaan kredit produksi secara langsung kepada
petani (disalurkan tidak melalui ‘perusahaan inti’) untuk terlibat dalam pertanian kontrak (contract farming).
Lihat Departemen Pertanian 2007.

*® Hingga bulan Mei 2007 BPN baru berhasil menyelesaikan draf ke-6 dari Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) tentang pelaksanaan pembaruan agraria yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan PPAN. Lihat
Pemerintah Indonesia (2007). Hingga akhir pemerintahan SBY-JK di tahun 2009, SBY tidak juga
menandatangani (R)PP tersebut.

°7 Hal ini sangat terkait dengan strategi SBY untuk mengkonsolidasikan sejumlah partai politik di dalam
kabinetnya, di mana departemen-departemen tertentu dipimpin oleh menteri yang berasal dari partai yang
berbeda-beda.

18



= Bachriadi

tidak bisa segera dijalankan. Departemen Kehutanan menghendaki jika PPAN hendak
dijalankan di dalam kawasan hutan negara, Menteri Kehutanan-lah yang akan mengelola
program itu secara langsung, tidak melalui BPN. Selain pertentangan antar-departemen,
persoalan menjalankan PPAN ini juga muncul karena sangat terbatasnya keyakinan aparat
pemerintahan lokal dalam menilai luas tanah yang dapat diredistribusi, selain juga ada konflik-
konflik antara pemilik perkebunan dan petani yang sama-sama bersikeras mengklaim memiliki
hak atas tanah di atas tanah yang diperebutkan (wawancara dengan Marhendi, Sekjen STaB, 26
Februari 2007; Pikiran Rakyat, 2007b, 2007¢c, dan 2007d; Priangan Post, 2007 dan Kompas,

2007d).

Pertentangan juga terjadi antara BPN dengan kelompok-kelompok tani di daerah-
daerah. Dalam setiap kunjungannya, Kepala BPN menjanjikan akan menyelesaikan sejumlah
konflik pertanahan yang ada di daerah, karena itulah sejumlah organisasi tani mengumpulkan
data penguasaan tanah anggotanya untuk diserahkan kepada Kanwil BPN di daerah dan
ditembuskan ke kantor BPN Pusat di Jakarta. Kecaman-kecaman mulai muncul ketika upaya-
upaya mempersiapkan data ini tidak melihat tindak lanjut yang nyata dari BPN di Jakarta
maupun di daerah setelah pertemuan-pertemuan yang terjadi antara mereka dengan Kepala
BPN. Oleh sebab itu, berkembanglah ketidakpercayaan mereka kepada BPN, khususnya Kepala
BPN, untuk memenuhi ucapan-ucapan dan janji Kepala BPN untuk menyelesaikan konflik-
konflik agraria yang dialami anggota-anggota mereka. “Tidak diketahui apa yang terjadi
dengan data yang telah kami kumpulkan, susun, dan kirim ke BPN” (wawancara dengan
Marhendi, Sekjen STaB, 26 Februari 2007). Hingga Serikat Tani Bengkulu (STaB)
menyampaikan rasa tidak percayanya secara terbuka melalui surat yang dikirim ke puluhan
organisasi petani dan organisasi non- pemerintah di berbagai daerah di Indonesia untuk
mengajak mereka bersikap lebih tegas kepada BPN (Serikat Tani Bengkulu 2007). Demikian
juga yang terjadi di Jawa Tengah; sejumlah pimpinan kelompok gerakan sosial dan organisasi
tani yang sebelumnya sangat mendukung dan menanamkan harapannya pada program
pembaruan agraria SBY, kemudian menyimpulkan PPAN justru sangat potensial untuk
merusak konsolidasi gerakan tani di Indonesia.3® Seorang aktivis yang terlibat dalam Forum
Perjuangan Petani Batang (FPPB) di Jawa Tengah menyatakan “[Pada akhirnya] PPAN menjadi
sesuatu yang buruk, menyebabkan kita ‘saling memakan’ sendiri. PPAN telah melemahkan

perjuangan kita” (interview dengan Handoko, 6 Juni 2007). Serikat Petani Indonesia (SPI)

** Diskusi kelompok terfokus (FGD) diselenggarakan pada 6 Juni 2007 di Magelang, bersamaan dengan
‘pertemuan konsolidasi’ dari aktivis-aktivis gerakan sosial di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang
diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Jaring Demokrasi (KKJD) wilayah Jawa Tengah, 5-6 Juni 2007.
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menyimpulkan bahwa PPAN hanya janji manis belaka dari rezim SBY, tidak ada komitmen
yang jelas untuk melaksanakannya (Lusiana dan Ya’kub 2009).

SPP adalah salah satu organisasi tani yang tetap percaya PPAN tidak bisa diabaikan.

«

Seorang pengelolanya mengatakan “... ada banyak kesempatan dalam PPAN ... Perjuangan SPP
memerlukan kemenangan-kemenangan kecil. Karena kesempatan kita untuk menang dalam
perjuangan atas tanah sangat kecil, kita harus menggunakan PPAN ini. SPP akan mengambil
kesempatan yang disediakan oleh PPAN, karena SPP harus memikirkan kepentingan ribuan
orang yang tidak pernah memiliki kesempatan [untuk memperoleh tanah] sebaik yang tersedia
pada PPAN” (wawancara tanggal 6 Juni 2007).*° Sekretaris Jendral SPP meyakini bahwa aktivis
pro- reforma agraria dapat menggunakan PPAN untuk memperkuat organisasi tani atau
bahkan digunakan untuk membuat organisasi tani baru di tingkat lokal. Dia juga berharap

PPAN dapat menghentikan, atau paling tidak mengurangi, perluasan pengembangan lahan-

lahan perkebunan besar (wawancara dengan Agustiana, Tasikmalaya, 23 Desember 2008).

Reformasi dalam Perspektif Lokal: Gerakan Petani di Priangan Timur dan Bengkulu

Terlepas dari berbagai upaya untuk membawa kembali reforma agraria menjadi agenda
kebijakan negara dan berbagai manuver yang dilakukan oleh rezim yang pro- status quo dan
pro-pasar, kelompok-kelompok petani baik yang bekerja sendiri-sendiri, bekerja sama,
maupun yang ditunggangi oleh elite-elite lokal memiliki cara sendiri untuk menerjemahkan
perubahan-perubahan politik yang terjadi di Indonesia pada era reformasi. Secara aktif mereka
melakukan aksi-aksi kolektif pendudukan tanah dan/atau reklaiming tanah yang dilakukan
baik pada tanah-tanah perkebunan besar maupun tanah-tanah yang berstatus hutan-negara.
Aksi-aksi tersebut, yang sebetulnya telah terjadi sejak pertengahan tahun 1980-an (lihat
misalnya Agustono 1997, Firmansyah et al. 1999, Hafid 2001, Bachriadi dan Lucas 2001, dan
Bachriadi 2002b), semakin meningkat intensitasnya dan semakin meluas kejadiannya setelah

tahun 1998.

Serikat Petani Pasundan (SPP), yang beraliansi sangat kuat dengan KPA, dan Serikat
Tani Bengkulu (StaB), yang berkerja sama dengan KBH-Bengkulu, adalah dua dari sekian
banyak organisasi petani di tingkat lokal yang menggunakan aksi-aksi pendudukan tanah
secara efektif dalam membangun kekuatan politiknya. Keduanya mengorganisasi kasus-kasus
konflik agraria dan pendudukan tanah baik yang telah terjadi sebelum maupun sesudah

reformasi (1998) di berbagai daerah yang dikenal sebagai wilayah Priangan Timur di Provinsi

%% Pernyataannya ini disampaikan dalam forum diskusi kelompok terbatas (FGD).
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Jawa Barat (SPP) dan Provinsi Bengkulu (StaB). Hingga tahun 2006, ribuan anggota SPP dan
STaB telah menduduki tanah-tanah perkebunan besar maupun hutan-negara yang luasnya

sebagaimana diperlihatkan dalam tabel berikut ini.

Secara resmi SPP dideklarasikan sebagai organisasi pada Januari 2000, sedangkan STaB
dideklarasikan pada bulan November 1998. Meskipun demikian, aktivis-aktivis pembentuk
kedua organisasi ini telah terlibat dalam perjuangan-perjuangan petani di sejumlah konflik
agraria beberapa tahun sebelum kedua organisasi tersebut dibentuk. Forum Pemuda, Pelajar,
dan Mahasiswa Garut (FPPMG), Forum Pemuda dan Mahasiswa untuk Rakyat (FPMR) di
Tasikmalaya, dan Forum Aspirasi Rakyat dan Mahasiswa Ciamis (Farmaci) adalah tiga
organisasi gerakan mahasiswa yang mengorganisasi penduduk desa untuk melakukan
perlawanan di kasus-kasus konflik agraria yang terjadi di Priangan Timur, Jawa Barat, sebelum
mereka kemudian membentuk SPP. Sementara Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBH-B)
adalah organisasi non-pemerintah yang aktivis-aktivisnya yang terlibat dalam gerakan
pembelaan petani di sejumlah kasus konflik agraria di Bengkulu kemudian membentuk

STaB.*

* Lihat Bachriadi 2008, 2009a dan 2010 untuk gambaran lebih lengkap mengenai pembentukan kedua
organisasi. Lihat juga SKEPO dan SPP 2002, Aji 2005, Supriadi et al. 2005 dan Affif et al. 2005 untuk
gambaran lainnya khusus mengenai pembentukan SPP; untuk STaB lihat juga misalnya Dediyanto 2005 dan
Simpul Bengkulu 2006a.
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Tabel 2. Pendudukan dan Reklaiming Tanah Perkebunan dan Hutan Negara yang
Diorganisasi oleh SPP dan StaB, 1998- 2006

Luas Lahan

Rata-rata Luas Lahan

. . L Anggota . .
Kabupaten | Status Tanah Ketika Aksi yang :;S TIelﬁ!i;bat yang Dikuasai per
P Dilakukan Dikuasai (’;u nfahtan 2 Rumah Tangga
(ha) 88 (ha)
Serikat Petani Pasundan (SPP): Jumlah Kasus 64
Hutan Negara 4.428 4.730 0,83
Garut
Perkebunan 1.227 1.994 0,77
Total Tanah Negara yang Dikuasai di Kab. Garut 5.655 6.724 0,84
. Hutan Negara 1.410 1.696 0,83
Tasikmalaya
Perkebunan 660 856 0,77
Total Tanah Negara yang Dikuasai di Kab.
. 2.070 2.553 0,81
Tasikmalaya
. Hutan Negara 4.378 4.764 0,92
Ciamis
Perkebunan 4.283 5.980 0,72
Tgtal.Tanah Negara yang Dikuasai di Kab. 8.661 10.744 0,81
Ciamis
Serikat Tani Bengkulu (STaB): Jumlah Kasus 16
Hutan Negara 3.000 1.200 2,50
Bengkulu Perkebunan 14.578 2
Utara 4.57 3.204 4,43
Tanah Proyek Transmigrasi 600 250 2,40
Total Tanah Negara yang Dikuasai di Kab.
Bengkulu Utara 18.178 4744 383
Plantation Land 2.450 801 2,75
Seluma . .
Transmigration Project Land 150 60 2,50
Total Tanah Negara yang Dikuasai di Kab. 5.600 . )
Seluma ’ 95 73
Rejang Lebong | Perkebunan 1.500 400 3,75
Total Tanah Negara yang Dikuasai di Kab. L5006 00
Rejang Lebong 5 4 »75
Lebong Hutan Negara 500 300 1,67
Total Tanah Negara yang Dikuasai di Kab. 00 00 P
Lebong 5 3 o7
Bengkulu
Selatan Hutan Negara 400 210 1,90
Total Tanah Negara yang Dikuasai di Kab.
400 210 1,90

Bengkulu Selatan

Sumber: Serikat Petani Pasundan (2006) dan Serikat Tani Bengkulu (2006)

? Jumlah kasus dan lahan yang dikuasai dalam tabel ini meliputi kasus-kasus baik yang terjadi sebelum
maupun setelah kedua organisasi secara resmi dideklarasikan pada tahun 1998 dan 2000.
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Dalam banyak hal perubahan politik pasca-1998 telah mengurangi intensitas represi
negara terhadap aksi-aksi pendudukan tanah, meskipun di beberapa kasus hal itu masih
terjadi. Di satu sisi, upaya-upaya untuk menghadang aksi-aksi pendudukan tanah baik yang
menggunakan aparatus negara maupun preman-preman bayaran seperti yang terjadi di
beberapa kasus di Jawa Barat dan Sumatera Utara, misalnya, (lihat Mismuri dan Supriadi 2002,
Fauzi 2003, Wargadipura 2004, dan Serikat Petani Sumatera Utara 2007a dan 2007b) dapat saja
meningkat apalagi setelah adanya perangkat hukum baru, seperti UU Perkebunanan (UU No.
18/2004). Di juga memungkinkan kelompok-kelompok petani untuk memperkuat jaringan
mereka dengan kelompok-kelompok politik yang sedang memperebutkan kekuasaan dan
kedudukan dalam birokrasi, baik di tingkat lokal maupun nasional, sehingga dalam beberapa
hal mereka dapat juga menggunakan jaringan politik tersebut untuk ‘meredam’ tekanan-

tekanan yang datang dari luar.

Perubahan politik 1998 telah mengubah karakter rezim penguasa dari bentuk yang
sentralistik dan sangat monolitik pada masa Orde Baru, menjadi rezim dengan faksionalisme
partai dan aliran yang sangat kental dan saling memperebutkan pengaruh, serta rezim yang
diselimuti ketegangan antara kepentingan ekonomi-politik di pusat dan daerah. Sejumlah
kreativitas muncul manakala aliansi antara kelompok petani dan ornop dapat memanfaatkan
’ketegangan’ yang terjadi antara ’pusat dan daerah’ akibat penerapan desentralisasi
pemerintahan; termasuk memanfaatkan ketegangan-ketegangan yang terjadi antara daerah
dan pusat serta persaingan sektoral (misalnya, antara Departemen Kehutanan dan BPN).
Aliansi-aliansi seperti yang berkembang antara SPP-KPA di Priangan Timur, Jawa Barat, dan
StaB-KBH-Bengkulu di Bengkulu telah turut mempengaruhi konfigurasi kekuasaan di masing-

masing daerah.

Hubungan-hubungan eksternal dengan pemerintah daerah dan ornop memberikan
informasi untuk memperkuat aksi-aksi mereka dalam melakukan pendudukan tanah-tanah
perkebunan besar maupun tanah-tanah hutan-negara di tengah-tengah proses transisi
demokratisasi pasca-1998 (Lucas and Warren 2003; Bachriadi 2008 dan 2009a; Affif et al. 2005;
dan Peluso, Affif dan Rachman 2008). Perubahan-perubahan politik yang terjadi sejak 1998
juga telah memungkinkan kelompok-kelompok petani yang terlibat dalam aksi-aksi
pendudukan tanah untuk menguasai lembaga-lembaga politik formal khususnya di tingkat
desa sebagai bagian dari strategi pertahanan diri (lihat misalnya Affif et al. 2005, Bachriadi

2009a)."

*! Dalam kasus yang lain, Lucas menunjukkan bahwa kelompok petani penuntut hak atas tanah dalam kasus
lapangan golf Cimacan, setelah perubahan politik pada 1998 dan mereka berhasil menguasai BPD pada akhirnya
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Selain membangun jaringan politik dalam rangka melindungi hasil-hasil aksi
pendudukan tanah yang mereka lakukan, beberapa organisasi petani juga mengembangkan
pendekatan “sosial-budaya” khususnya untuk mengurangi stigmatisasi politik sebagai
“komunis” atau “pengikut komunisme”. Mereka melakukan itu dengan cara mengembangkan
kemampuan organisasi dan anggota-anggotanya untuk memberikan argumen-argumen yang
bersifat religius, khususnya menurut ajaran Islam, selain argumen-argumen yang berbasis pada
nilai-nilai populis, kemanusiaan, hak asasi manusia, maupun argumentasi berdasarkan hukum
formal atas aksi-aksi kolektif pendudukan tanah yang dilakukannya. SPP, misalnya,
mengembangkan ‘korps ulama dan pendakwah’ yang secara intensif mempelajari dan
merumuskan pembenaran-pembenaran atas aksi-aksi anggota SPP dalam perspektif ajaran
Islam yang dikombinasikan dengan penjelasan-penjelasan historis mengenai perjuangan untuk

pembaruan agraria.

Kontribusi perubahan politik dari rezim otoritarian ke kehidupan politik yang lebih
terbuka telah memberi kesempatan kelompok-kelompok gerakan sosial di pedesaan untuk
“mengambil nafas” dan menata basis-basis mereka. Kesempatan untuk bereksperimen dengan
pengembangan kelompok-kelompok usaha bersama, koperasi, pengembangan sistem
pendidikan politik, pendidikan untuk kaum perempuan dan ibu-ibu, pengembangan sekolah-
sekolah untuk anak-anak petani (tidak hanya anggota organisasi), serta berbagai bentuk
pertemuan sosial-religius yang terbuka untuk anggota masyarakat lainnya (tidak hanya
anggota) menjadi hal-hal yang sekarang lebih mungkin dilakukan ketimbang pada masa Orde
Baru. Semua inisiatif ini tidak hanya mencerminkan strategi mereka untuk mengelola
kohesivitas kelompok maupun ikatan-ikatan sosial antara mereka dengan anggota masyarakat
desa lainnya, tetapi juga mencerminkan adanya usaha untuk mengembangkan kapasitas sosial

dan politik bagi anggota mereka.

Tentu saja, organisasi-organisasi tani yang kebanyakan berkembang pesat pasca-1998
juga terlibat aktif dalam sejumlah upaya dan manuver politik maupun advokasi untuk
mempengaruhi kebijakan, khususnya untuk membawa kembali agenda reforma agraria ke
dalam tubuh negara (lihat, misalnya, Lucas dan Warren 2003; simpul Bengkulu 2006b; Peluso,
Affif dan Rahman 2008; Bachriadi 2009a dan akan terbit 2010). Terlepas dari ketidakberhasilan
mereka membentuk ‘partai politik sendiri’ yang dapat memperjuangkan kepentingan petani,
tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa aksi-aksi kolektif yang dilakukan oleh organisasi

gerakan semacam SPP dan STaB telah ikut membangunkan orang-orang atau kelompok-

berhasil memperjuangkan perolehan ganti rugi yang lebih baik, yang telah mereka perjuangkan lebih dari 15
tahun, atas tanah garapannya yang dahulu digusur untuk pembangunan lapangan golf. Lihat Lucas 2013.
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kelompok reformis yang ada di dalam tubuh pemerintahan atau lembaga negara untuk
mendorong pembentukan kebijakan-kebijakan publik yang pro pada kaum miskin di
pedesaan. Upaya-upaya kelompok gerakan semacam SPP dan STaB yang sangat aktif mengirim
kader-kader mereka untuk menduduki posisi formal sebagai kepala desa, anggota BPD,
anggota legislatif di kabupaten, anggota DPD, maupun untuk mempengaruhi proses Pemilu
dan Pilkada harus diletakkan dalam kerangka mendorong percepatan tumbuhnya kelompok
reformis dan pro-kaum miskin di dalam tubuh lembaga-lembaga negara pada masa
mendatang; meskipun kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dari aksi-aksi

politik ini juga sangat terbuka.

Di Bengkulu, dengan berbekal keyakinan politik setelah melakukan pengujian-pengujian
konsolidasi basis dalam Pilkada, anggota-anggota STaB bersama dengan sejumlah aktivis
progresif lainnya di Indonesia terlibat aktif dalam pembentukan partai politik alternatif, Partai
Perserikatan Rakyat (PPR) (Simpul Bengkulu 2006: 339).* Program agraria PPR hendak
mengubah kondisi ketimpangan dalam pemilikan dan penguasaan tanah dan sumber daya
alam serta bentuk-bentuk hubungan produksi yang tidak adil yang telah menjadi penyebab
utama dari kemiskinan di pedesaan. PPR tidak memaknai pembaruan agraria hanya sebagai
land reform dalam rangka pembangunan pertanian semata, tetapi juga bertujuan untuk
menata ulang sistem pengelolaan dan pemanfaatan seluruh kekayaan alam, termasuk sumber
daya kehutanan, pertambangan, perikanan, dan sumber daya kelautan dan daerah pesisir

(Partai Perserikatan Rakyat 2007b).*

Kebanyakan aksi-aksi pendudukan di tanah-tanah perkebunan dan hutan negara, baik
yang dilakukan sebelum maupun setelah reformasi, nyaris ‘tuntas’ dalam pengertian
kelompok-kelompok petani telah menguasai secara aktif tanah-tanah pendudukan tersebut
dan tinggal menunggu datangnya pengakuan formal dari negara. Ketika Joyo Winoto, Kepala

BPN dalam pemerintahan SBY, mempromosikan PPAN dan mencari dukungan dari kelompok-

*2 Partai politik yang resminya dibentuk pada tahun 2005 memiliki program pembaruan agraria yang populis dan
pengembangan industri nasional, serta memiliki posisi yang sangat jelas anti terhadap pasar bebas dan prinsip-
prinsip neoliberal (Partai Perserikatan Rakyat 2007a: 121-130). Sayangnya, meskipun telah berhasil melakukan
konsolidasi sejumlah aktivis dan jaringan gerakan sosial di sejumlah tempat yang membuatnya dapat membentuk
jaringan politik di 20 provinsi dan ratusan kabupaten, usaha partai ini untuk ikut serta dalam Pemilu 2009 kandas
karena dianggap tidak memenuhi persyaratan administrtif oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Dephukham).

* Dokumen PPR tentang program partai di bidang agraria tidak menekankan mengenai model, cara, dan
batasan-batasan tentang bagaimana seharusnya tanah-tanah diredistribusi, seperti berapa batas maksimal
penguasaan tanah, apa jenis hak yang akan diberikan terhadap tanah-tanah redis, apakah tanah-tanah redis dapat
diperjualbelikan, dan bagaimana dengan kecenderungan untuk memecah tanah-tanah redis akibat pewarisan, dan
sebagainya. Lihat Partai Perserikatan Rakyat 2007b untuk mengetahui lebih rinci program agraria dari partai ini.
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kelompok petani**, maka hal itu seperti hujan yang mendadak turun di tengah terik penantian
petani-petani akan adanya pengakuan dari negara atas tanah-tanah yang mereka duduki
selama ini. Hal ini diperkuat dengan ajakan dari KPA kepada sejumlah organisasi seperti SPP,

STaB, dan yang lainnya yang pada awalnya sangat antusias mendukung PPAN.%

Sejak dideklarasikan pada tahun 2001, SPP sangat aktif melobi dan menekan BPN baik di
Jakarta maupun di daerah, demikian pula dengan pemerintah daerah, untuk mengakui tanah-
tanah yang diduduki oleh anggota-anggota mereka (lihat misalnya Pikiran Rakyat 2001, 2002,
2005 dan 2007a, Radar Garut 2005 dan 2007, Galamedia 2005, Kompas 2005, dan Republika
2007b).* Di Kabupaten Ciamis, misalnya, usaha SPP memperoleh hasil ketika pemerintah
daerah pada tahun 2005 akhirnya membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik-
konflik pertanahan yang ada di kabupaten ini.*” Meskipun SPP memiliki dua orang kadernya
yang duduk di DPRD II pasca- Pemilu 2004, tim bentukan Bupati, yang juga beranggotakan
Sekretaris Jenderal SPP dan salah seorang dari kader SPP yang menjadi anggota parlemen
tersebut, hanya dapat mendaftar sembilan kasus yang hendak diselesaikan. Hanya dua kasus
dari sembilan kasus tersebut yang merupakan basis SPP (wawancara dengan seorang pengelola
SPP Ciamis, 13 Juli 2008). Dengan kata lain masih ada sekitar 23 kasus lainnya dengan ribuan

anggota SPP terlibat di dalamnya yang posisinya tetap tidak jelas.

Berdasarkan rekomendasi dari tim bentukan Bupati tersebut di atas, pada Oktober 2007,
Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis kemudian menerbitkan 493 sertifikat tanah milik di atas
tanah bekas-HGU yang sebelumnya dikuasai oleh PT Mulya Sari di daerah Banjaranyar yang

sudah habis masa berlakunya sejak Desember 2005.** Baik Sekjen SPP (Tadjuk 2008) maupun

* Terkait dengan hal ini lihat kembali beberapa paragraf pada bagian sebelum ini.
* Lihat kembali beberapa paragraf pada bagian sebelum ini.

% Selain tersedia sejumlah bahan sekunder maupun dokumen-dokumen milik SPP, saya sendiri memiliki
hubungan yang cukup intensif dengan banyak pendamping (organizer) kasus-kasus konflik agraria di daerah
Priangan Timur, Jawa Barat sejak pertangahan tahun 80-an, dan pada tahun 2002-2003 serta 2007-2008 saya
melakukan studi lapangan di sejumlah basis SPP baik yang berada di Kabupaten Garut, Tasikmalaya, maupun
Ciamis. Penelitian lapangan pada tahun 2007-2008 merupakan bagian dari proses pengumpulan kembali bahan-
bahan untuk kepentingan penulisan disertasi di Universitas Flinders, Australia Selatan. Penelitian pada tahun
2007-2008 untuk tujuan yang sama juga saya lakukan di Bengkulu, tetapi keterbatasan tempat dalam tulisan ini
membuat saya memutuskan untuk menggunakan beberapa contoh dari Priangan Timur saja.

" Surat Keputusan Bupati Ciamis No. 522/Kpts.21-HUK/2005 tentang pembentukan tim terpadu penyelesaian
masalah pertanahan di Kabupaten Ciamis.

* Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis No. 07/520.1-10.19/PRONA/2007, 25 Mei
2007. Penerima sertifikat tanah adalah 368 orang yang hampir semuanya adalah anggota SPP. Orang-orang ini
pada mulanya adalah petani penggarap di lahan HGU yang tidak aktif tersebut dengan cara menyewa kepada
perusahaan pemegang HGU. Pada tahun 2000 mereka berusaha mengajukan sertifikat hak milik ke BPN
setempat tetapi tidak berhasil, yang membuatnya kemudian bergabung dengan SPP dalam rangka memperoleh
hak milik atas tanah garapan tersebut. Sejak bergabung dengan SPP mereka berhenti membayar sewa tanah,
hingga akhirnya berhasil mencapai tujuannya untuk memperoleh sertifikat hak milik pada tahun 2007.
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Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut®* menyatakan bahwa PPAn sudah mulai
dilaksanakan di Priangan Timur, hal ini diindikasikan dengan penerbitan sertifikat di
Kabupaten Ciamis dan Garut, yang sesungguhnya, sebagaimana tertera di dalam surat tanah
yang sudah didistribusikan kepada sejumlah petani merupakan hasil dari program pendaftaran

tanah yang dikenal dengan nama PRONA*’.

SPP sebagai salah satu organisasi akar rumput yang menjadi pendukung utama PPAN,
melalui Sekjen-nya, dengan bangga menyatakan “[P]embaruan agraria yang dicanangkan oleh
Presiden SBY yang dinakhodai oleh Kepala BPN, Joyo Winoto, telah dijalankan oleh
pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai yang pertama di Indonesia. Program ini sekaligus juga
merupakan upaya untuk menemukan model terbaik untuk menyelesaikan konflik-konflik
agraria yang terjadi di Indonesia ...” (Tadjuk 2008). Dalam hal ini, Sekjen SPP mungkin ‘lupa’
bahwa status hukum tanah-tanah yang digarap oleh anggota SPP lainnya di Kabupaten Ciamis,
Tasikmalaya, @ dan  Garut tetap dalam  ketidakpastian = hukum,  meskipun
pemerintahanYudhoyono menyatakan telah mengatasi masalah agraria melalui program

redistribusi tanah lewat PPAN.

Masalah lainnya yang dihadapi oleh SPP dalam rangka memelihara keberlanjutan
gerakannya sendiri adalah bahwa sejumlah anggota SPP yang telah berhasil menerima
sertifikat hak milik tanah mulai enggan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas SPP.
Tampaknya “setelah berhasil meraih mimpinya, yakni memiliki sertifikat hak milik atas tanah,
mereka kehilangan antusiasme untuk terlibat kembali dalam perjuangan SPP” (wawancara
dengan seorang pendamping (organizer) SPP Ciamis, 13 Juli 2008). Masalah ini hampir sama
dengan masalah lainnya yang menghantui optimisme dan keberhasilan SPP dalam
mengorganisir aksi-aksi pendudukan dan reklaiming tanah. Ada kekhawatiran yang sangat
besar bahwa tanah-tanah yang telah dikuasai melalui aksi-aksi pendudukan dan reklaiming

akan/dapat dengan mudah dilepaskan atau penguasaannya dipindahtangankan ke pihak lain.”"

* Dalam dokumen pemberian hak untuk warga Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut,
dinyatakan bahwa sertifikat-sertifikat tanah diterbitkan “sebagai bagian dari program land reform PPAN untuk
tahun anggaran 2007”. Lihat Kantor Pertanahan Kabupaten Garut 2007.

*% Sangat jelas tertera dalam sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis bahwa tanah-
tanah bekas-HGU PT Mulya Sari yang dialihkan haknya menjadi milik petani-petani yang berasal dari Desa
Banjaranyar adalah bagian dari program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria). PRONA adalah proyek
pendaftaran dan sertifikasi tanah yang telah dijalankan oleh BPN sejak zaman Orde Baru. “...PRONA bertujuan
untuk melakukan sertifikasi sebanyak mungkin persil tanah, untuk mengatasi lambannya kerja birokrasi serta
beban biaya yang cukup besar yang harus dikeluarkan calon penerima hak akibat beragam pungutan tidak resmi
dalam setiap tahapan pendaftaran tanah yang membuat proses pendaftaran tanah menjadi lama” (MacAndrew
1986: 68).

> Contoh yang sangat mencolok, misalnya, adalah dalam kasus Sagara di Garut di mana tanah yang diklaim oleh
Perhutani setelah diperjuangkan hampir sepuluh tahun oleh petani dan aktivis-aktivis pembentuk SPP pada
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Hanya tiga tahun setelah perjuangan berat bertahun-tahun, para aktivis dikejutkan dengan
kenyataan banyaknya tanah yang menjadi bagian dari 580 hektare yang diredistribusi kepada
petani dalam kasus Sagara kemudian diperjualbelikan setelah mereka memperoleh hak milik
atau pengakuan resmi atas tanah yang disengketakan selama bertahun-tahun (Affif et al. 200s5:

4; Peluso, Affif dan Rahman 2008: 30).

Di basis SPP yang lainnya di Kabupaten Tasikmalaya (organisasi tani lokal X)*>* sejumlah
anggota SPP yang berhasil menduduki sekitar 600 hektare tanah perkebunan yang sebelumnya
dikuasai oleh PTP VIII terlibat aktif dalam fual-beli’ lahan garapan. Tanah pendudukan
tersebut pada mulanya telah diredistribusi oleh SPP kepada sekitar 8oo petani penggarap,
termasuk sejumlah mantan mandor perkebunan yang kemudian bergabung dengan SPP
(diharuskan menjadi anggota jika hendak turut memperoleh bagian tanah garapan). Untuk
mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha tani di atas tanah pendudukan tersebut,
SPP dan KPA kemudian melakukan serangkaian usaha untuk mengembangkan kemampuan
ekonomi para petani penggarap dengan membentuk unit koperasi untuk produksi maupun
pemasaran, serta memberikan bantuan penyuluhan dan pelatihan untuk menggabungkan
usaha tani tanaman pangan dan tanaman yang sepenuhnya untuk dijual (cash-crops). Aliansi
SPP-KPA juga berhasil mendorong pimpinan lokal di X menjadi Kepala Desa dalam rangka
memelihara konsolidasi kelompok tersebut untuk kepentingan jangka panjang
mempertahankan tanah pendudukan mereka. SPP kemudian mempromosikan X sebagai ‘desa
model’, karena keberhasilannya dalam melakukan konsolidasi komunitas, komitmen, serta
keterlibatan anggota dalam program-program pembangunan wilayah, serta peningkatan

ekonomi rumah tangga yang terjadi pasca- pendudukan tanah (lihat Affif et al. 2005: 23).

Akan tetapi di X pula SPP menghadapi dilema yang selalu melekat pada banyak
kelompok pendudukan tanah lainnya, yakni distribusi tanah pendudukan didasari oleh
kemampuan pribadi, kapasitas orang untuk membuka lahan, dan dominasi ‘pemimpin
perjuangan’ yang pada akhirnya mengarah kepada pembentukan struktur penguasaan tanah

yang timpang di antara mereka sendiri.”® Sayangnya, X yang diklaim sebagai ‘model’ dan

akhirnya dapat dijadikan obyek redistribusi oleh BPN pada 1997. Lihat Lukmanudin 2002 untuk penjelasan rinci
mengenai aksi reklaiming tanah dalam kasus Sagara. Hal yang juga dialami oleh STaB di Bengkulu.

>? Untuk keperluan penulisan artikel ini nama lokasi atau nama OTL SPP yang sesungguhnya tidak disebutkan di
sini. Rincian perjuangan petani SPP di lokasi ini dapat dilihat pada Mismuri dan Surpiadi 2002, ‘Berjuang untuk
Tanah’ 2003, Affif et al. 2005: 19-26, dan Mismuri dan Prasetyohadi 2008.

> Hal ini terjadi (dihadapi) di hampir semua basis SPP lainnya. Demikian juga dengan basis-basis STaB di
Bengkulu.
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‘contoh terbaik’ dari pengorganisasian komunitas dalam aksi pendudukan tanah, mereka gagal

menegakkan prinsip pembagian dan penguasaan tanah yang merata pasca-aksi pendudukan.

Pada mulanya, pimpinan SPP yang dalam hal ini adalah Sekjen SPP, mengatur agar
prosedur pembagian dan penguasaan tanah di X mengikuti konsensus untuk memberikan
tanah seluas 0,25 - 0,5 hektare untuk setiap warga yang telah berusia di atas 15 tahun (Affif et
al. 2005: 20). Konsensus ini tidak bertahan lama karena pimpinan lokal di X menyatakan
anggota komunitasnya memiliki kesepakatan untuk memberikan pimpinan-pimpinan
perjuangan kesempatan menguasai tanah antara 1 hingga 1,5 hektare (wawancara dengan
beberapa pendamping (organizer) SPP Tasikmalaya, 29 Maret 2008). Tidak mengejutkan
bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan lokal di X ke Sekjen SPP berhasil
memperoleh persetujuannya untuk merevisi konsensus awal.>* Menjadi penting bagi pimpinan
SPP untuk menjaga kesetiaan pimpinan-pimpinan lokal di X agar keterlibatan anggota-
anggota SPP di X terhadap aktivitas organisasi dapat dipelihara selama mungkin setelah aksi
pendudukan tanah selesai. Sebagai ‘politisi dari gerakan sosial’, bagaimanapun, pimpinan-
pimpinan SPP ingin memelihara hubungan politiknya dengan pimpinan-pimpinan lokal di X

yang memiliki hubungan langsung dengan massa.

Dalam soal pengaturan distribusi dan penguasaan lahan okupasi, masing-masing
organisasi lokal (OTL) SPP memiliki aturan dan tatacaranya sendiri. Meskipun demikian, ada
satu ‘aturan umum’ yang dapat ditemukan di semua OTL SPP yakni pimpinan-pimpinan lokal
dapat menguasai lahan lebih banyak dibanding anggota lainnya. Pembenarannya adalah
bahwa ‘para pemimpin dan orang-orang yang lebih berjasa berhak atas tanah yang lebih luas
dibandingkan anggota biasa’. Hal ini bukan merupakan sesuatu yang dinegosiasikan antara
OTL dengan pengurus SPP di kabupaten atau antar-kabupaten, melainkan pada umumnya
telah menjadi kesepakatan di masing-masing OTL. Prinsip pembagian tanah yang ‘egaliter’
seperti yang sering didengungkan dalam kampanye-kampanye SPP hanya retorika. Dalam
praktiknya SPP menerapkan pembagian tanah berdasarkan kedudukan/kepemimpinan

seseorang dalam/selama perjuangan atau aksi-aksi pendudukan dan/atau reklaiming tanah;

> Dalam struktur organisasi SPP kepemimpinan di tingkat kabupaten memiliki otoritas dan tanggung jawab
untuk mengelola dinamika organisasi di wilayah masing-masing. Tanggung jawab Sekjen SPP sesungguhnya
lebih ditujukan untuk melakukan konsolidasi di antara tiga kabupaten yang menjadi wilayah kerja SPP (Garut,
Tasikmalaya, dan Ciamis) serta pengembangan hubungan dengan pihak-pihak luar SPP. Akan tetapi dalam
praktiknya, budaya politik yang berkembang di SPP sejak awal hingga saat ini, Sekjen SPP memiliki kekuasaan
yang hampir absolut di semua lini pengambilan keputusan dalam organisasi, bahkan terhadap keputusan
organisasi pada tingkat organisasi tingkat lokal (OTL) sekalipun. Tanpa persetujuan Sekjen SPP, keputusan-
keputusan organisasi di semua tingkatan sangat rentan terhadap perubahan. Sekjen SPP dapat melakukan veto
dan/atau mengubah keputusan-keputusan organisasi di tingkatan manapun dan kapan pun ia menghendakinya
tanpa perlu melakukan konsultasi dengan pihak lainnya.
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dan anggota-anggota yang memiliki keinginan untuk memindahtangankan penguasaan atas
tanah-tanah pendudukan juga diberi toleransi®®, di mana kedua hal ini kemudian dapat
mengarah pada berkembangnya konsentrasi penguasaan tanah di tangan segelintir anggota
SPP itu sendiri. Dalam hal ini pimpinan SPP baik yang ada di tingkat kabupaten maupun
antar-kabupaten ‘menutup mata’ terhadap berkembangnya praktik-praktik pengalihan lahan
atau pun terjadinya konsentrasi penguasaan tanah tersebut dalam rangka memelihara
dukungan/keterlibatan anggota terhadap organisasi SPP secara keseluruhan. Kenyataan itu
menunjukkan sulitnya menerapkan gagasan hak-hak kolektif dalam penguasaan dan/atau
pemilikan tanah maupun gagasan produksi kolektif di organisasi petani ini; di mana gagasan
yang terakhir (produksi kolektif) telah dicoba diterapkan di beberapa basis (OTL) SPP tetapi

tidak menunjukkan keberhasilan.

Tanpa ada peraturan organisasi yang tegas mengenai batasan-batasan tanah yang dapat
dikuasai oleh anggota serta disiplin organisasi yang tinggi untuk menerapkan aturan ini
kepada semua anggota,”® SPP sebagai organisasi tidak dapat menahan kehendak anggota-
anggotanya untuk melepaskan penguasaan mereka terhadap tanah-tanah pendudukan yang
sebelumnya telah diperjuangkan dengan susah payah. Apalagi anggota-anggota SPP, demikian

juga dengan ‘pimpinan tertinggi SPP’ (Sekjen SPP), lebih tertarik untuk menerapkan prinsip

> Ada banyak alasan bagi anggota untuk melepas atau memindahkan hak garapnya terhadap tanah-tanah
pendudukan. Misalnya, alasan kepindahan ke lokasi lain karena perkawinan dan/atau untuk memperoleh
pekerjaan lain, alasan kebutuhan dana yang sangat mendadak untuk biaya kesehatan anggota keluarga atau biaya
pendidikan anak-anak, maupun alasan ketidakcukupan modal untuk menggarap tanah secara produktif.

%% Ada ‘aturan’ organisasi yang tidak tertulis mengenai batas maksimum tanah yang dapat dikuasai oleh anggota
dalam satu lokasi tanah pendudukan, yakni tidak melebihi 5 hektare, mengikuti batasan maksimal penguasaan
tanah seperti yang ditetapkan oleh UU No. 56/1960. Akan tetapi, ini adalah satu intepretasi yang kurang tepat,
karena aturan resmi soal batasan penguasaan tanah maksimal (maximum ceiling regulation) di daerah-daerah
padat penduduk seperti Pulau Jawa berarti setiap rumah tangga hanya dapat “menguasai” tanah maksimal 5
hektare dari seluruh tanah yang dapat mereka kuasai secara sah (bukan hanya tanah-tanah yang “dimiliki”’) yang
lokasinya pun kemudian dibatasi oleh aturan mengenai tanah-tanah absentee. Sementara dalam interpetasi SPP
aturan batas maksimal penguasaan tanah sebanyak 5 hektare hanya berlaku di lokasi lahan pendudukan
(occupied land), tidak memperhitungkan tanah-tanah yang mungkin sudah dan/atau dapat dikuasai oleh anggota-
anggota sebelum dan/atau sesudah aksi-aksi pendudukan dilakukan dengan berbagai cara. Jadi, anggota-anggota
SPP dapat menguasai tanah lebih dari 5 hektare asal tidak berada dalam satu lokasi pendudukan tanah. Dalam
kasus-kasus tertentu, seperti di X, misalnya, ada anggota yang dapat menguasai tanah hingga 10 hektare, yang
terdiri atas 5 hektare yang terletak di dalam areal pendudukan dan lebih kurang 5 hektare di luar lokasi
pendudukan. Bahkan dalam kasus/lokasi yang lain, ada satu anggota yang berhasil memperoleh kembali tanah
keluarganya yang diklaim telah direbut oleh perusahaan perkebunan milik negara yang jumlahnya mencapai
lebih dari 75 hektare. Mengenai kasus yang terakhir ini informasi diperoleh dari keterangan seorang pendamping
(organizer) pengelola SPP Garut, di Bandung 17 Desember 2009. Para pengurus dan pimpinan SPP di semua
tingkatan tidak melakukan tindakan apa pun mengenai penguasaan-penguasaan tanah yang melebihi batas
maksimal penguasaan tanah seperti yang ditetapkan oleh aturan hukum, karena anggota-anggota yang dapat
menguasai tanah berlebih tersebut dianggap tidak melanggar ‘aturan’ organisasi dan intepretasi organisasi
terhadap aturan hukum mengenai batas penguasaan tanah maksimal oleh satu rumah tangga.
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penguasaan dan pemilikan individu atas tanah yang telah berhasil mereka perjuangkan.”’
Dalam hal ini yang dapat dilakukan oleh SPP sebagai organisasi hanya membatasi
kecenderungan pengalihan penguasaan tanah sebatas lingkup antaranggota saja.®® Dengan
kata lain, satu prinsip umum yang diterapkan di semua OTL-SPP adalah larangan untuk
menjual atau mengalihkan penguasaan tanah di lokasi pendudukan kepada pihak lain yang
bukan anggota SPP. Dalam hal ketika ada pihak tertentu yang hendak menguasai tanah di
dalam lokasi pendudukan, maka mereka harus menjadi anggota SPP terlebih dahulu sebelum

dapat mengakses tanah tersebut.>

Dalam kasus X, dengan adanya kecenderungan-kecenderungan untuk melepaskan hak
garap atas tanah pendudukan, akhirnya pada tahun 2009, tujuh tahun setelah mereka berhasil
menguasai sekitar 600 hektare tanah perkebunan besar, ada sekitar 63 hektare lahan yang
dialihkan ‘hak garapnya’ oleh sekitar 120 penggarap awal kepada hanya 14 anggota SPP di
lokasi tersebut.® Sebagian besar dari mereka saat ini adalah anggota-anggota yang juga
menjadi bandar-bandar yang relatif menguasai jalur/rantai distibusi hasil panen di X. Beberapa
bandar juga merupakan pimpinan lokal SPP di X. Dengan kata lain, kecenderungan
konsentrasi lahan di lokasi pendudukan lahan telah turut memperkuat berkembangnya sistem

ekonomi/perdagangan tradisional kaum tani yang dikuasai oleh bandar-bandar (middlemen).

°7 Mengenai sikap Sekjen SPP tentang preferensinya terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah secara individu
(private land ownership and/or control) disampaikan oleh yang bersangkutan berkali-kali kepada saya dalam
banyak kesempatan kami berdikusi mengenai hal ini. Pertama kali secara tegas ia mengatakan preferensinya ini
adalah ketika kami mendiskusikan praktik-praktik kolektivitas kepemilikan tanah pendudukan yang dilakukan
oleh satu organisasi tani di Brasil ketika kami sama-sama mendapat kesempatan untuk melakukan kunjungan
lapangan dan studi banding ke Brasil pada tahun 2004.

> Di X, misalnya, anggota SPP tidak menggunakan istilah ‘jual-beli’ lahan tetapi ‘nitip lahan garapan’.
Akibatnya, nama penggarap awal akan tetap dicatat (sebagai) penggarap tanah oleh SPP di dalam buku registrasi
mereka, meskipun dalam praktiknya penguasaan dan/atau penggarapan atas tanah tersebut sudah berpindah
tangan. Penggunaan istilah ‘nitip tanah garapan’ digunakan karena memperjual-belikan lahan secara teknis tidak
diperkenankan, selain itu para petani anggota sendiri sangat memahami bahwa penguasaan mereka atas tanah
garapan belum sepenuhnya diakui oleh hukum (legal occupancy) karena itu mereka menggunakan istilah ‘tanah
garapan’ bukan ‘tanah milik’. Penggunaan istilah ‘nitip lahan garapan’ dan cara-cara pencatan yang tetap
mencantumkan nama-nama penggarap awal di dalam daftar catatan resmi SPP juga bertujuan untuk
menunjukkan kepada pihak luar bahwa tanah-tanah pendudukan tidak diperjualbelikan atau dialihkan hak
garapnya kepada pihak lain, atau untuk menyatakan secara resmi bahwa semua anggota yang terlibat dalam aksi
pendudukan tanah dan/atau yang memperoleh bagian tanah garapan di lokasi tersebut adalah petani-petani
penggarap aktif.

>% Pihak-pihak yang potensial menjadi penggarap baru, baik mereka adalah anggota SPP maupun bukan anggota,
harus ‘membayar’ (‘memberikan’) ‘uang ganti garap’ kepada penggarap tanah sebelumnya. SPP tidak
menetapkan aturan umum mengenai besarnya ‘uang ganti garap’ tersebut. ‘Pembayaran’ kemudian dapat
dilakukan secara langsung atau melalui pengurus OTL.

69 Keterbatasan tempat dalam artikel ini tidak memungkinkan saya untuk menguraikan dinamika perubahan
dalam struktur penguasaan tanah di X sejak tahun 2000 hingga saat ini.
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Meskipun SPP dan beberapa ornop, seperti KPA, telah menyediakan bantuan-bantuan
teknis untuk pengembangan ekonomi secara kolektif di lokasi pendudukan tersebut dengan
membentuk unit-unit produksi dan distribusi yang berbasis pada koperasi, penyediaan
penyuluhan teknis pertanian, dan sebagainya (lihat juga Affif et al. 2005: 22-24)%, tetapi
hasilnya tidak seperti yang diharapkan karena pada akhirnya semangat kolektivisme itu sendiri
tidak berhasil ditumbuhkan di kalangan anggota SPP. Di lokasi pendudukan tanah ini maupun
di lokasi-lokasi lainnya, anggota dan pimpinan lokal dibiarkan untuk mengembangkan sendiri
kepentingan ekonominya masing-masing, yang dalam beberapa hal telah mengembangkan
bandar-bandar, berkompetisi dengan unit-unit koperasi. Para bandar pada akhirnya yang
dapat menguasai aktivitas pertanian lokal, khususnya menguasai distribusi hasil-hasil

produksi/panen.®

Kita Harus Memikirkan Kembali Arah Gerakan Petani dan Reforma Agraria Saat ini

Transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia sejak 1998 memang telah memberikan
pengaruh kepada gerakan sosial dan politik akar rumput di tingkat lokal, meskipun hal itu
belum menyediakan jalan untuk terjadinya perubahan sosial yang lebih mendasar di pedesaan.
Perubahan-perubahan politik yang terjadi pascaig98 hingga saat ini, selain menciptakan
konsolidasi politik baru dari para politikus pro status quo yang lama maupun yang baru,
pengusaha dan preman; perubahan-perubahan tersebut hanya menghasilkan perangkat-
perangkat bagi demokrasi liberal ketimbang terjadinya proses demokrasi yang lebih
substansial (Prasetyo et al. 2003; Harris, Stoke dan Tornquist, 2004; Robison dan Hadiz, 2004),
serta tidak mendorong terciptanya pengaturan-pengaturan politik yang baru untuk
menyelesaikan secara sistematik berbagai masalah struktural seperti konflik-konflik agraria

dan ketimpangan penguasaan tanah.

Kesempatan-kesempatan politik yang muncul pasca-reformasi dan di tengah transisi
demokrasi saat ini juga telah membuat organisasi-organisasi gerakan sosial pedesaan tidak
hanya menjadikan reforma agraria sebagai agenda perjuangannya. Dalam posisi sebagai
organisasi gerakan sosial yang berbasis massa, walau bagaimanapun, serikat-serikat tani telah
menjadi aktor politik yang cukup signifikan, khususnya di daerah-daerah, dalam dua

pengertian: pertama, secara politis ia telah menjadi kekuatan yang dapat membawa aspirasi-

61 Beragam bentuk bantuan teknis seperti ini tidak hanya disediakan untuk petani X saja, di beberapa OTL
lainnya beragam bantuan teknis untuk pengembangan ekonomi juga dilakukan.

62 1 ihat Bachriadi 2010 untuk uraian lebih detail mengenai transaksi lahan dan berkembangnya ekonomi bandar
seperti yang terjadi di X maupun OTL-OTL SPP lainnya.
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aspirasi dan kepentingan-kepentingan anggota-anggotanya ke dalam arena pembentukan
kebijakan; dan kedua, ia telah menjadi pengikat untuk konsolidasi massa yang sangat penting
bagi para politisi untuk meraih dukungan politik baik untuk mempertahankan maupun
merebut kekuasaan. Hal yang kedua ini kemudian membuat organisasi-organisasi gerakan
sosial khususnya yang berbasis massa dapat mengembangkan kerja sama, berkolaborasi,
maupun membangun aliansi-aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik lainya, termasuk
partai-partai politik maupun pihak pemegang otoritas. Selain itu, kekuatan politik organisasi
gerakan ini bersamaan dengan berbagai kesempatan politik yang sekarang tersedia, baik bagi
organisasi maupun para aktivisnya, untuk terlibat di dalam proses-proses politik formal
(institutionalized politics) dan politik perebutan kekuasaan telah membuat spektrum aktivitas
dan agenda perjuangan mereka menjadi melebar. Berbagai manuver politik yang dilakukan
baik secara organisatoris maupun secara individual oleh para aktivisnya, dalam rangka
perebutan kekuasaan maupun untuk meraih akses politik ke pusat-pusat kekuasaan negara,
bagaimanapun, dapat membuat agenda perjuangan reforma agraria bergeser, menjadi retorika
politik gerakan sosial ketimbang perjuangan yang sungguh-sungguh. Tidak bisa dipungkiri,
terlepas dari kesulitan-kesulitan internal mengelola kepentingan-kepentingan dan aspirasi
politik maupun ekonomi dari anggota-anggotanya, pertarungan politik di antara para elite
lokal pada masa pasca-reformasi untuk mempertahankan dan/atau merebut kekuasaan telah
mulai menyeret kelompok-kelompok gerakan sosial yang berbasis massa di pedesaan ke dalam
aktivitas-aktivitas politik yang mungkin kontra-produktif dengan perjuangan untuk

pembaruan agraria itu sendiri.

Apakah reformasi dan perubahan politik pasca-1998 adalah perubahan iklim yang akan
menyuburkan tumbuhnya gagasan pembaruan agraria yang sejati hingga hasilnya dapat
dipanen dalam bentuk terwujudnya keadilan agraria? Apakah gagasan reforma agraria akan
mendapatkan ladang yang subur dengan adanya PPAN? Banyak aktivis dan schoolars yang
optimis dengan perubahan-perubahan tersebut, banyak pula yang berkeyakinan mereka sudah
berhasil mengembangkan biduk besar, yang bernama serikat-serikat petani, untuk mengarungi
arus perubahan politik dan ekonomi pasca-1998 yang membawa ribuan petani dengan misi
menemukan pulau harapan yang bernama ‘keadilan agraria’. Pulau tujuan tempat jutaan
petani, tidak hanya ribuan yang sekarang ini turut serta naik dan menumpang di dalam biduk

besar yang sudah angkat sauh, dapat hidup lebih baik.

Saya tidak termasuk pihak yang sangat optimis, bahkan sangat skeptik dengan
kecenderungan-kecenderungan perubahan ekonomi dan politik yang terjadi saat ini dapat

mengarah kepada perwujudan keadilan agraria. Berbagai studi telah menyimpulkan
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pensertifikatan tanah ala hukum-Barat yang sangat terkait dengan ekonomi pasar adalah
tujuan utama dari perubahan-perubahan kebijakan pertanahan global yang dijalankan secara
masif saat ini di belahan dunia mana pun.® Hernando de Soto, seorang tokoh penting dari
kaum penganjur sertifikat tanah sebagai kunci untuk membebaskan potensi ekonomi kaum
marjinal, pernah diundang untuk berceramah di Indonesia untuk memperkuat argumen-
argumen tentang pentingnya perubahan kebijakan pertanahan dan pengelolaan aset negara
dalam bentuk tanah agar sejalan dengan cara pikir kaum neoliberal (Warta FKKM 2006Db).
Pandangan-pandanganya telah mempengaruhi cara pikir birokrat di Indonesia tentang PPAN
(lihat juga Fauzi, 2009). Cara pandang ini di banyak tempat ‘berkesesuaian’ dengan tuntutan
dan kehendak para petani untuk memperoleh/menguasai tanah secara individual (privat),
meskipun di banyak tempat lainnya cara pandang itu justru bertentangan dengan pandangan-
pandangan penduduk setempat yang sedang memperjuangkan kembali gagasan penguasaan

tanah-tanah kolektif secara adat.

Politik di era reformasi yang ditandai dengan kompromi-kompromi dan kerja sama
antara pemilik modal, preman, dan politisi yang pragmatis dan pro status quo untuk
menguasai arena pembentukan kebijakan publik di berbagai tingkatan (Manning dan van
Dierman, 2000; Komisi Hukum Nasional, 2002; Harris, Stokke, dan Térnquist, 2004; Robison
dan Hadiz, 2004) sesungguhnya telah mempersempit ruang bagi kemungkinan pelaksanaan
reforma agraria yang sejati seperti yang dibayangkan oleh scholar-activists yang memunculkan
kembali gagasan ini pada pertengahan tahun 9o-an. Kompromi-kompromi yang kemudian
juga menyeret aktivis dan kelompok-kelompok gerakan sosial pedesaan ke dalam pusaran
pertukaran kepentingan dengan politisi pragmatis dan pro status quo juga telah mempersulit
konsolidasi gerakan pembaruan agraria di Indonesia. Hal itu paling tidak bisa tercermin dari
kooptasi gagasan “reforma agraria” yang dilakukan oleh SBY dan pengikut-pengikutnya saat ini

melalui program PPAN telah mempersulit proses radikalisasi gagasan di tataran akar-rumput.

PPAN dalam praktiknya sudah dapat dipastikan hanya akan merupakan program
redistribusi tanah secara parsial (tidak secara sistematik mencakup semua potensi tanah-tanah
obyek land reform dan melibatkan semua rumah tangga tani yang potensial menjadi subyek
penerima tanah), plus dalam banyak hal akan lebih mengedepankan program sertifikasi tanah
ketimbang redistribusi. Program ini sudah dapat dipastikan tidak akan menyentuh hal-hal

yang sangat sensitif dalam merombak struktur agraria yang timpang dan menyelesaikan

% Untuk diskusi yang lebih luas mengenai program sertifikasi tanah sebagai salah satu dasar dari pengembangan
ekonomi neoliberal lihat, misalnya, Feder dan Nishio 1999, de Soto 1993 dan 2000, Rosset 2002, Borras 2003,
Deininger 2003, dan Bachriadi 2009b.
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konflik-konflik agraria. Persoalan agraria di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan
menjalankan redistribusi tanah secara parsial, apalagi hanya dengan memperbaiki sistem
pelayanan registrasi dan sertifikasi tanah.®* Meskipun demikian, harus diakui bahwa secara
individual para petani yang telah menguasai tanah sangat mendambakan tanah-tanah mereka
mendapat pengakuan formal melalui sertifikat yang secara ekonomi akan menambah nilai

tanahnya.®

Saya juga sangat skeptik dengan biduk besar yang dibangun oleh para aktivis tersebut.
Saya khawatir, biduk itu akan karam di tengah jalan atau tidak sampai ke tujuaanya karena
beberapa sebab, yang terutama adalah para penumpangnya tidak memiliki disiplin dan tujuan
yang sama dengan semboyan besar yang tercetak dilayar-layarnya.®® Biduk itu pun tidak
memiliki aturan yang jelas dan mengikat bagi para penumpangnya, sehingga penumpang
dapat saja turun, lalu pergi, dan naik lagi sekehendaknya masing-masing. Sementara daya
tahan, kemapanan, serta kemampuan biduk besar itu untuk berlayar justru sangat ditentukan
oleh semakin banyaknya penumpang yang dapat diangkutnya. Ini adalah biduk politik, yang
secara ‘otomatis’ akan membesar dengan sendirinya dan semakin kuat serta semakin tangguh
jika penumpangnya semakin banyak, asalkan nakhoda dan para kelasinya adalah orang-orang
yang berdisiplin, tidak bermain-main dengan misi pelayarannya, dan tidak tergoda untuk
singgah di pulau-pulau lainya, pasang sauh terlalu lama atau malah berhenti sama sekali di

pulau yang tidak sesuai dengan rencana besar misi pelayaran tersebut.

Benar reformasi telah membuka banyak kesempatan kepada kelompok-kelompok
gerakan sosial di pedesaan untuk melakukan aksi-aksi pendudukan tanah di berbagai tempat,
beberapa kelompok juga secara politik semakin kuat. Dalam jumlah terbatas bahkan telah ada

kelompok-kelompok petani yang telah memperoleh pengakuan resmi dalam bentuk sertifikat

%4 Program pertanahan SBY yang pada akhirnya hanya memfokuskan pada program sertifikasi tanah tercermin
dari peluncuran program LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifkasi Tanah) pada pertengahan Desember
2008. LARASITA hanya sebuah program untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dalam sertifikasi
tanah, dalam rangka memperbanyak persil-persil tanah yang dikuasai oleh individu dengan sertifikat
kepemilikan yang jelas, minus tujuan-tujuan untuk melakukan perubahan struktural terhadap keadaan
ketimpangan pengadaan tanah dan peneyelesaian konflik-konflik agraria. Lihat Nurdin 2008 dan Fauzi 2009.

6 Sejumlah ornop dan aktivis di Indonesia, bagaimanapun, tidak meyakini bahwa sertifikasi tanah semata,
apalagi dalam bentuk hak kepemilikan individual, adalah bentuk dari pembaruan agraria apalagi mengarah
kepada perwujudan keadilan agraria. Dalam siaran pers pada tanggal 3 Juli 2009, Sekjen KPA menyatakan:
“Dengan kondisi ekonomi makro saat ini yang sangat tidak menguntungkan untuk kaum tani, ditambah dengan
penguasaan tanah yang sempit, sertifikasi tanah ... tanpa pembaruan agraria, adalah suatu alat yang secara
sistematik akan mendorong petani menjual tanah-tanah mereka lebih cepat lagi, hingga akhirnya hanya dikuasai
oleh pemodal besar, dengan akibat semakin buruknya kondisi ketimpangan distribusi tanah pada saat ini. Itu pula
sebabnya mengapa saat ini banyak tanah pertanian di pedesaan dikuasai oleh orang-orang kota yang berduit,
sementara petani miskin semakin terdesak menjadi buruh tani” (Konsorsium Pembaruan Agraria 2009).

% SPP memiliki semboyan “berjuang untuk pembaruan agraria”, sedangkan STaB memiliki semboyan “tanah
dan tahta untuk rakyat” (Bachriadi 2008, 2009a dan 2010).
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atas tanah-tanah pendudukan tersebut. Semua itu adalah hasil perjuangan panjang
keterlibatan mereka dengan gerakan reforma agraria. Akan tetapi, jumlah mereka yang dapat
menikmati ‘kemenangan’ dan ‘keberhasilan’ ini tidak terlalu signifikan dibanding dengan
jumlah, sebaran, dan kualitas ketimpangan penguasaan tanah serta konflik agraria yang ada di
Indonesia. Selain itu, hasil-hasil perjuangan selama ini yang bentuk utamanya adalah
keberhasilan untuk menguasai persil-persil tanah tertentu telah cukup memuaskan petani-
petani yang sebelumnya adalah petani-petani tak bertanah, memiliki tanah sedikit, atau yang
kehilangan tanahnya akibat direbut oleh pihak lain. Memperoleh tanah: itulah agenda utama
mereka untuk terlibat di dalam gerakan sosial untuk reforma agraria. Ditambah dengan
kegagalan organisasi untuk mengelola dan mengorganisir kembali kelompok-kelompok yang
telah berhasil menguasai kembali tanah tersebut, dalam banyak kasus, kemudian membuat
mereka yang telah berhasil itu tidak lagi merasa memiliki kepentingan langsung dengan

agenda gerakan reforma agraria yang lebih luas.

Dari contoh kasus ‘land reform by leverage’ di atas muncul pertanyaan tentang
bagaimana sesungguhnya prinsip-prinsip distrubusi tanah yang diterapkan/dijalankan oleh
kelompok-kelompok gerakan sosial pedesaan, dan bagaimana model-model distribusi dan
penguasaan tanah yang mereka jalankan dapat menjadi penantang dari paradigma hubungan
penguasaan tanah dan pembangunan yang sekarang ini dominan/unggul. Dalam banyak
kasus, seperti yang terlihat di SPP juga di STaB, misalnya, (Bachriadi segera terbit 2010),
banyak tanah yang diperjuangkan dengan susah payah telah berpindah tangan meskipun

belum dilengkapi sertifikat.®’

Dapatkah organisasi-organisasi gerakan sosial mempertahankan visi jangka panjang
mereka sementara aspirasi-aspirasi jangka pendek dari para anggota atas perjuangan panjang
tersebut lebih tertuju pada memiliki dan/atau menguasai tanah semata secara pribadi,
sehingga ada kebebasan untuk memperjualbelikannya, atau sekadar memperbaiki kondisi
perekonomian mereka secara individual pula. Dari studi yang saya lakukan di Priangan Timur,
Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Bengkulu, saya temukan kenyataan yang ‘agak pahit’ yang
harus dihadapi oleh para aktivis gerakan pembaruan agraria. Tetap menjadi suatu pertanyaan
yang serius untuk ‘dijawab’ dan ‘dipecahkan’ oleh gerakan sosial bagaimana kecenderungan-
kecenderungan makro dan mikro seperti yang digambarkan singkat di atas akan berpengaruh

kepada program land reform jika pada akhirnya penyingkiran melalui mekanisme pasar akan

%7 Lihat juga Warren (2013) untuk gambaran yang lebih kurang serupa yang terjadi di Gili Trawangan, Lombok.
Lihat juga KPA Wilayah NTB 1997 untuk latar belakang dan perjuangan penduduk setempat di Gili Trawangan
sejak akhir tahun 80-an.

36



= Bachriadi

kembali menghasilkan kelas petani tak bertanah (landless class). Lebih jauh, keberlanjutan
solidaritas organisasi perjuangan untuk pembaruan agraria yang sering diteriakkan dengan
istilah ‘land reform by leverage’ itu sendiri tampaknya sedang menuju ke arah yang
mencemaskan. Memperoleh, menguasai, dan memiliki tanah adalah keinginan petani dan itu
yang membuat sejumlah petani yang baru menguasai tanah sedikit atau tidak menguasai tanah
sama sekali mau terlibat dalam aksi-aksi pendudukan tanah. Akan tetapi seperti telah
diungkap di atas, sekali mereka berhasil menguasai tanah, kebanyakan dari mereka kehilangan
antusiasmenya untuk perjuangan lebih lanjut. Ini telah melemahkan konsolidasi gerakan
petani dan menambah beban bagi perjuangan untuk mendorong pembaruan agraria yang

tujuannya lebih luas dari sekadar menyediakan tanah kepada petani.

Reformasi sesungguhnya telah mempersulit proses radikalisasi gerakan untuk reforma
agraria di Indonesia. Ya, betul, reformasi memang telah membuka banyak kesempatan politik
untuk berkembangnya aksi-aksi pendudukan tanah di berbagai daerah, dan beberapa
kelompok dari mereka terus tumbuh dan menjadi kuat secara politik; tapi itu semua belum
belum cukup secara politik untuk membuat reforma agraria yang sejati dijalankan, yakni suatu
reforma agraria yang dapat menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat Indonesia yang baru.
Hal ini mengingatkan saya kepada satu pidato Bung Karno di tahun 1962 ketika beliau
mengingatkan kader-kader Barisan Tani Indonesia (BTI) bahwa “gerakan tani ... bukan hanya
mengabdi kepada kepentingan individu, tetapi harus pula satu gerakan perjuangan, satu
strijbeweging untuk mendatangkan satu masyarakat yang adil dan makmur, satu masyarakat

tanpa exploitation de ’homme par Thomme ...” (Soekarno 1962: 12).

Bagaimana nasib gagasan reforma agraria yang sejati itu sendiri maupun nasib jutaan
rumah tangga tani tak bertanah atau yang mendekati tak bertanah yang jumlahnya semakin
bertambah dari waktu ke waktu di Indonesia? Untuk sementara ini sesungguhnya mereka
semakin terkubur bersamaan dengan berjalannya waktu, penguatan negara neoliberal, serta
dalam banyak hal telah diperparah pula dengan adanya manuver-manuver politik sejumlah
aktivis gerakan sosial yang membawa klaim penderitaan kaum tani marjinal ke dalam arena
politik kekuasaan. Hegemoni global dari ideologi neoliberal tidak diragukan lagi telah menjadi
ancaman serius bagi gerakan petani dan gerakan pembaruan agraria masa kini. Namun, tentu
saja, selain harus bekerja lebih keras lagi ‘meluruskan arah perjuangan dari gerakan tani’, kita
tidak dapat menyerahkan seluruh perjuangan untuk melawan hegemoni tersebut kepada
kelompok petani semata. Diperlukan aliansi perjuangan yang lebih tegas dari kelas-kelas
masyarakat yang telah dan akan dirugikan dengan kecenderungan-kecenderungan neoliberal

saatini - O
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